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KATA PENGANTAR

Syukur alhamdullillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena curahan nikmat dan
rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk
kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat
menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah
ini, yakni Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026
Kota Padang Panjang. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hal ini dalam rangka mencapai
keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang
telah dipogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana
pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui koordinasi dan
sinkronisasi baik internal maupun eksternal. Diharapkan mampu menghadapi perubahan besar
yang akan terjadi di Kota Padang Panjang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang
baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan
dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan
Kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Padang Panjang, April 2023
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu pula pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi tata cara rancangan
peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah
pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun. Fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam
pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah selama lima tahun, berdasarkan hasil
evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 disusun
berdasarkan isu strategis dan rumusan masalah urusan perhubungan yang ada di
Kota Padang Panjang. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari
evaluasi pembangunan sektor perhubungan serta mengacu pada Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun
2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh
Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat
(Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Sehingga Tahun 2024 merupakan tahun pertama berjalannya

Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026,
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Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 didasari
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi jawaban
konkrit terhadap terwujudnya kualitas lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan
secara bertahap dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta
diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan Misi Pemerintah Kota
Padang Panjang.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 5025);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022
Nomor 4);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia
Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan
Pengemudi di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368);

Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2014 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota
Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
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Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun
2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020
Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor
1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021
Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021
Nomor 1419);

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2021
Nomor 528);

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2008 Nomor 07);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
Nomor 06);

30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11
Seri E.6);

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang
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Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat);

34. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Padang Panjang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Tahun 2024-2026 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan program dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2024-2026 yang dilaksanakan secara

sinergis, terpadu dan harmonis dan berkesinambungan sesuai dengan aturan yang

berlaku.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah :

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu tiga tahun;
2. Sebagai penjabaran sasaran RPD 2024-2026;

3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan.

SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN

11
1.2
1.3
1.4
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21
2.2
2.3
2.4

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sumber Daya Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
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2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 07 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota
Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Dinas
Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang
perhubungan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas
Perhubungan Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

b. Kelompok Jabatan Fungisonal Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, terdiri dari;

a. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional,

b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu

Lintas dan Akreditasi.

4. Bidang Angkutan Jalan dan Perpakiran, terdiri dari;

a. Seksi Angkutan;

b. Seksi Pendataan dan Pengendalian;

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perpakiran.
5. UPTD.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
d

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai tugas dan fungsinya.
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Uraian tugas Kepala Dinas adalah :

a.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas
Perhubungan berdasarkan rencana strategis Daerah dalam bidang perhubungan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas Perhubungan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

membina bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan cara
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta
ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan sekretariat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota
Padang Panjang;

merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan
Akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;

merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Angkutan dan
Perparkiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target
kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;

menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern pemerintah, standar
operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas
untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan
dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas

Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :
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a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
evaluasi dan pelaporan;

b. pengelolaan program administrasi umum, Kkepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sekretaris adalah :

a. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja
Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat
Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas
Perhubungan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Kelompok
Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;

h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk
efektifitas pelaksanaan kegiatan;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas
Perhubungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang; i. menyusun laporan pelaksanaan
tugas Sekretariat Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan
program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan
administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan,
ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan,
peralatan dan perlengkapan kantor, dan melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan
kepegawaian;

2) pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat
keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana
prasarana dan aset;

3) pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan,
data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan

4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai
dengan rencana program Sekretariat dan ketentuan yang berlaku untuk
pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing-
masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi Dinas
Perhubungan;

6) menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan
perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan

tertib administrasi di Dinas Perhubungan;
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7) memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi
di Dinas Perhubungan;

8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai target
kinerja yang diinginkan;

9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk
pedoman pelaksanaan kegiatan;

10) melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program
keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan,
akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta
menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
perhubungan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1) penatausahaan keuangan;

2) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan

Akreditasi mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bimbingan
keselamatan, pengendalian lalu lintas dan operasional;
Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program manajemen

rekayasa lalu lintas;
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c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan
prasarana lalu lintas dan akreditasi;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi adalah :

a. merencanakan operasional di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi
berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Lalu
Lintas dan Akreditasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan
Akreditasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Seksi
Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang
diharapkan;

f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Seksi
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;

g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada
Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu
Lintas dan Akreditasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tercapai target kinerja yang diharapkan;

h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk
efektifitas pelaksanaan kegiatan;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan
Akreditasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
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j.  membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan

Akreditasi terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional,
mempunyai tugas menyelenggarakan program Bimbingan Keselamatan,
Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional dalam arti melakukan penyiapan
bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan kegiatan Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan
Operasional.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai

fungsi :

1) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas;

2) penyelenggaraan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas;

4) pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan

Operasional adalah:

1) merencanakan kegiatan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu
Lintas dan Operasional sesuai dengan program kerja Bidang Bidang Lalu
Lintas dan Akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Bimbingan Keselamatan,
Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan
Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;
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4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

6) merancang dan mengevaluasi pengelolaan lalu lintas sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya lalu lintas yang aman
dan tertib;

7) melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelesaian pengendalian lalu
lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
peningkatan kualitas operasional lalu lintas;

8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Bimbingan
Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk
pedoman pelaksanaan tugas;

10) melaporkan hasil kegiatan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu
Lintas dan Operasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintankan oleh pimpinan baik

lisan maupun tulisan.

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas;

b. penyelenggaraan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas;

d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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Uraian tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas adalah :

1) merencanakan kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai
dengan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) merumuskan dan menyusun pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
peningkatan pelayanan lalu lintas;

6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa lalu lintas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas
pelaksanaan lalu lintas;

7) menyusun dan mengevaluasi penilaian dan penetapan analisis dampak lalu
lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan
pelayanan lalu lintas;

8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk
pedoman pelaksanaan tugas;

10) melaporkan hasil kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kerja; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

lisan maupun tulisan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana
Lalu Lintas dan Akreditasi, mempunyai tugas menyelenggarakan

menyelenggarakan program Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi
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dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik

Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

1) perencaan teknis teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi;

2) pelaksanaan teknis teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi;

3) pembagian pelaksanaan tugas teknik sarana prasarana lalu lintas dan
akreditasi;

4) pembuatan laporan pelaksanaan tugas teknik sarana prasarana lalu lintas
dan akreditasi; dan

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

4. Bidang Angkutan dan Perpakiran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Perhubungan di Bidang Angkutan dan Perpakiran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang angkutan dan perpakiran mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang angkutan;

b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang
pendataan dan pengendalian;

c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang terminal
dan perpakiran;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran adalah :

1) merencanakan operasional di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran
berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Angkutan dan Perparkiran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan
Perparkiran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi
Angkutan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai
target kinerja yang diharapkan;

menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi
Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;

menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok
Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perparkiran sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang
diharapkan;

merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk
efektifitas pelaksanaan kegiatan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan

Perparkiran ;

10) membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang angkutan dan perpakiran terdiri dari :

a.

Seksi  Angkutan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Angkutan ;

b. penyelenggaraan program kerja Seksi Angkutan ;

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Angkutan

d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan ; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas Seksi Angkutan adalah:
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1) merencanakan kegiatan Seksi Angkutan sesuai dengan program Kkerja
Bidang Angkutan dan Perparkiran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Angkutan;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Angkutan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Angkutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

6) menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan trayek
perkotaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka peningkatan pelayanan angkutan perkotaan;

7) melakukan penyelenggaraan kendaraan angkutan umum baik bermotor
maupun tidak bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
terpenuhi kebutuhan angkutan masyarakat;

8) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan angkutan
umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
pelaksanaan pelayanan angkutan masyarakat;

9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk
pedoman pelaksanaan tugas;

10) melaporkan hasil kegiatan Seksi Angkutan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

lisan maupun tulisan.

Seksi Pendataan dan Pengendalian, mempunyai tugas menyelenggarakan
program pendataan terhadap semua yang ada pada Dinas Perhubungan, serta
mengendalikan pengelolaan angkutan dalam arti melakukan pembinaan,
pengawasan, dan memproses pemberian perizinan terhadap penyelenggaraan
angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pendataan dan Pengendalian

mempunyai fungsi :
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1) perencanaan program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian;

2) pelaksanaan program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian;

3) pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian;

4) pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Pendataan dan
Pengendalian; dan

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian adalah :

1) merencanakan kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan
program kerja Bidang Angkutan dan Terminal sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendataan
dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) melaksanakan dan mengevaluasi survey kepadatan arus kendaraan bermotor
dan penumpang di jalan yang berada di dalam daerah sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedianya data pengelolaan lalu
lintas;

6) melaksanakan dan melakukan pembinaan terhadap penyelesaian usaha
angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya kelancaran
kegiatan usaha angkutan;

7) menyusun perencanaan dan mengevaluasi terhadap pendataan dan
pengendalian pengelolaan angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan dalam pertimbangan kebijakan dinas perhubungan;

8) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk
pedoman pelaksanaan tugas;

9) melaporkan hasil kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kerja; dan

10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

lisan maupun tulisan.
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c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perpakiran,
mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan terminal dan
perpakiran dalam arti merencanakan, melaksanakan dan mengawasi
penggunaan terminal dan tempat parkir, memproses kegiatan pengadaan,
penetapan, pemasangan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana terminal
dan perpakiran.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi
Terminal dan Perparkiran mempunyai fungsi :

1) perencanaan teknis terminal dan perparkiran;

2) pelaksanaan teknis terminal dan perparkiran;

3) pembagian pelaksanaan tugas terminal dan perparkiran;

4) pembuatan laporan dan evaluasi teknis terminal dan perparkiran; dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya

5. UPTD pada Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Pengujian Kendaraan
Bermotor. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana  dimaksud, UPTD
Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan
prasarana pengujian kendaraan bermotor;
b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan

administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
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2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.2.1 Kondisi Kepegawaian
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota
Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin
keadaan Tahun 2022 pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat
Tahun 2022
Unit Kerja Jenis Kelamin Golongan Jumiah

Pria Wanita Gol. | Gol. Il Gol. I Gol. IV
Kepala 1 1 1
Sekretariat 9 3 6 5 1 12
Bid. Lalu Lintas 14 1 9 5 1 15
Bid. Angkutan 12 5 7 12
UPTD PKB 5 1 3 3 6
Jumlah 41 5 23 20 3 46

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Pada dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Jumlah ASN Wanita
masih kurang dari jumlah seharusnya yang dibutuhkan sehingga saat ini hanya
12,19% ASN Wanita dari keseluruhan ASN Dinas Perhubungan, sehingga
untuk kedepan perlu penambahan ASN wanita sesuai kebutuhannya dan
pemenuhan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah.

Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terinci pada tabel

2.2 berikut :
Tabel 2.2
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2022
Unit Kerja SD-SLTP SLTA D2 - S1 S2  Jumlah
D3
Kepala 1 1
Sekretariat 1 4 3 4 - 12
Bid. Lalu Lintas 2 8 - 4 1 15
Bid. Angkutan 1 6 1 3 1 12
UPTD PKB - 3 2 1 - 6
Jumlah 4 21 6 12 3 46

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022
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Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih belum memadai menurut
hasil analisa jabatan, formasi yang ada sebanyak 46 orang ASN.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang,
dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Perhubungan telah
melaksanakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)
yang khusus berkualifitasi dibidang perhubungan dengan mengirimkan selama
5 (lima) tahun dan dapat menjangkau tenaga teknis ahli tranportasi seperti tabel
2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Data Tenaga Ahli Tranpsortasi Darat
Kebutuhan pada Dinas Perhubungan Tahun 2022

Jurusan Kondisi Riil ~ Jumlah Ideal Kurang
D.IV Transportasi Darat 2 8 6
D.III Ahli LLAJ 3 12 9
D.1ll Perkeretaapian 1 2 1
D.Il PKB 1 - -
D.IV Teknik Rekayasa Otomotif - 5 5
Jumlah 7 27 21

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Sejalan dengan hal tersebut diatas perkembangan ASN Dinas
Perhubungan selain melalui pendidikan formal dapat ditunjang dengan
mengikuti pendidikan /pelatihan yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan.
Adapun data ASN Dinas Perhubungan yang mempunyai kompetensi yang
dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan sebagai berikut pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Data ASN Dinas Perhubungan berdasarkan

Kompetensi Sertifikasi Tahun 2022

No Jenis Kompetensi Kompetensi Sertifikasi

Penguiji

PPNS

Penilai Andalalin

Pengelolaan Terminal

Manajemen Angkutan Umum

Manajemen Sarana Prasarana

Manajemen Rekayasa Lalu

Lintas

Administrasi PKB - -

Orientasi Lalu Lintas - 4

10 Diklat Traffict Light 4
Jumlah 11 10

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022
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Dari tabel diatas menyajikan sebagian dari diklat teknis yang dilaksanakan
olen Kementerian Perhubungan yang pernah diikuti oleh ASN Dinas
Perhubungan Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur
Perhubungan, namun dengan perubahan peraturan perundangan-undangan
dan perkembangan teknologi transportasi maka perlu dilaksanakan kembali
pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan SDM aparatur
dilingkungan Dinas Perhubungan.

Guna meningkatkan layanan khusus formasi yang tidak dapat diisi oleh
ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat
perhubungan, melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terfasilitasinya
operasional kantor dan lapangan maka Dinas Perhubungan mengangkat
Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasan Tenaga Harian Lepas pada

Dinas Perhubungan disajikan pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Perhubungan
Tahun 2022
Unit Kerja Ketugasan J‘anis Ke'ami”_ Jumlah

Pria Wanita
Sekretariat Sopir 4 - 4
Pengaja Malam 1 - 1
Tenaga kebersihan 5 - 5
Tenaga Administrasi/operator 1 2 3
Bidang Lalu Lintas Tenaga Bantuan Lalu Lintas 2 9 11
Bidang Angkutan Petugas TPR 6 - 6
Pemungut Retribusi Parkir 16 - 16
UPTD PKB Penjaga malam 1 - 1
Petugas Kebersihan 1 - 1
Jumlah 36 11 48

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Kebutuhan tenaga harian lepas pada Dinas Perhubungan masih kurang,
khususnya tenaga operasional lapangan baik dalam pengendalian dan
pengamanan lalu lintas serta penertiban maupun pemungutan retribusi parkir,
hal ini disebabkan banyaknya lokasi yang rawan terjadi kecelakaan dan
kemacetan lalulintas serta pengembangan kawasan pasar yang mengakibatkan

penambahan lokasi parkir.
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2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pada umumnya mencakup semua fasilitas yang secara
langsung dipergunakan dan mendukung kegiatan pelayanan perkantoran pada
Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.6
Tabel 2.6
Kondisi Asset Dinas Perhubungan Tahun 2022

Kondisi
Nama/Jenis barang Jumlah Baik R_usak Rusak
Ringan Berat
Gedung 2 2 - -
Kendaraan Roda 4 4 3 1 -
Kendaraan Roda 2 9 9 - -
Kendaraan Roda 6 2 2 - -
Mesin Gerinda Tangan 2 1 - 1
Mesin Bor Tangan 2 1 - 1
Generator Set 1 1 - -
Generator Set PKB 1 1 - -
Kompresor & Speed Set 1 1 - -
Kompresor PKB 2 2 - -
Peralatan Pengujian PKB 10 10 - -
Teropong 1 1 - -
HT 22 8 - 14
Alat Pemadam 7 7 - -
Mesin Absensi 1 1 - -
Komputer 15 14 - 1
Note Book 13 11 1 1
LCD 3 3 - -
Printer 16 14 - 2
Repiter 1 1 - -
Kamera 4 3 - 1

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Secara keseluruhan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan dalam kondisi
baik, untuk menunjang fasilitas dan kelancaran operasional dikantor serta
dilapangan akan terus dilakukan peningkatan dengan melakukan pengadaan
maupun pemeliharaan, adapun aset yang rusak berat sudah dalam usulan

penghapusan.

Untuk mengoptimalkan lalu lintas dan pergerakan kendaraan dalam rangka
menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu
dilakukan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas yang

merupakan bagian dari prasarana jalan.
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Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan

Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota dari tahun 2019 -2022 dapat dilihat pada

tabel 2.7

Tabel 2.7

Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Tahun 2019-2022

No Prasarana dan Jumlah pada tahun Satuan
fasilitas 2019 2020 2021 2022
1 Warning Light 27 33 34 Unit
2 Traffic Light 7 7 7 Unit
3 Rambu-Rambu 705 680 485 493 Buah
4 Cermin Tikung 33 30 33 Buah
5 Halte 21 21 21 Unit
6 Pagar Pengaman 1.096 1.144 1.144 1.136 Meter

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2019 sampai dengan

2022 terdapat peningkatan sesuai dengan kebutuhan dan akan terus dilakukan

pengembangan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan selamat.

Warning Light adalah

rambu bersuar yang berfungsi sebagai pemberi

peringatan kepada pengguna kendaraan maupun pejalan kaki yang melalui

jalan tersebut agar berhati-hati. Warning light dipasang pada daerah rawan

kecelakaan seperti penurunan/pendakian, persimpangan. Data pemasangan

warning light di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Data Lokasi Warning Light dan Kondisi
No Ruas Lokasi Kondisi
1 KH. Ahmad Dahlan Dekat SMAN | Baik
2 KH. Ahmad Dahlan Depan Wisma Pangeran Baik
3 Soekarno Hatta Depan Yarsi Baik
4 Soekarno Hatta Depan Pos Polisi MTSN Ganting Baik
5 Soekarno Hatta Dekat Asrama MTSN Ganting Baik
6 M. Yamin Depan Bofet/Paud Baik
7 M. Yamin Simpang Paus Baik
8 A. Yani Simpang Monas Baik
9 A. Yani Sebelum SMP 3 Baik
10 A. Yani Sesudah SMP 3 Baik
11 A. Yani Sebelum Puskesmas Gunung Baik
12 A. Yani Simp. Kacang Kayu Baik
13 A. Yani Sebelum RM. Bunda Baik
14 A. Yani Simpang Ekor Lubuk Rusak
15 ST. Syabhrir Dekat Jati Jepara Baik
16 ST. Syabhrir Depan Pustu Silba Baik
17 ST. Syabhrir Sebelum SD 07 Baik
18 BY PASS Sebelum Simpang Bkt. Kanduang Baik
19 BY PASS Sesudah Simpang Bkt. kanduang Baik
20 BY PASS Sebelum RSUD Rusak
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21 BY PASS Sesudah RSUD Rusak

22 BY PASS Sebelum Simpang Gunung Baik
23 BY PASS Sesudah Simpang Gunung Baik
24 BY PASS Sebelum Simpang Andaleh Baik
25 BY PASS Sesudah Simpang Andaleh Baik
26 BY PASS Simpang Andaleh Rusak
27 BY PASS Sebelum Heler Rusak
28 Kamarullah Depan Pondok Perkedel Rusak
29 KH. Agussalim Sebelum Simpang Tanjung Baik
30 KH. Agussalim Dekat PAUD Cahaya Bangsa Baik
31 KH. Agussalim Atah Tanjung

32 KH. Agussalim Tanjuang

33 Dinniyah Depan Rumah Dinas Sekda Baik
34 Bahder Johan Belakang kantor PUPR Baik

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan ada beberapa warning light yang
perlu diremajakan karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki
lagi. Sementara untuk mempertahankan agar warning light berfungsi dengan
baik dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi. Namun pada beberapa lokasi di
ruas jalan Kota Padang Panjang masih terdapat kebutuhan terhadap warning

light itu sendiri.

Traffic Light adalah salah satu alat pemberi isyarat lalu lintas yang berfungsi
mengatur arus lalun lintas dipersimpangan, pada umumnya berupa kode lampu
3 warna yang memberikan perintah pada pegguna jalan dipersimpangan jalan.
Data pemasangan traffic light di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2.9
Data Lokasi Traffict Light dan Kondisi
No Nama Simpang Jumlah Kondisi
Simpang
1 Simpang Padang 3 Baik
2 Simpang PDAM 3 Baik
3 Simpang Lbk. Mata Kucing 4 Baik
4 Simpang SMP 1 4 Rusak Berat
5 Simpang Hasiba 4 Baik
6 Simpang Ganting 4 Rusak Berat
7 Simpang 8 8 Akan dihapuskan

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Pada beberapa persimpangan kondisi traffict light sudah tidak berfungsi
sebagamana mestinya sehingga perlu dilakukan penggantian ataupun
perbaikan sementara pada kondisi simpang 8 telah terjadi perubahan
pengaturan persimpangan sehingga tidak dibutuhkan lagi traffic light. Akan
tetapi dengan pertumbuhan volume lalu lintas dan jumlah kendaraan ada

beberapa persimpangan yang perlu diatur dengan traffic light.
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Cermin tikung merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang

berfungsi membantu jarak pandang pengguna jalan pada lokasi tertentu untuk

mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk Kota Padang Panjang

cermin tikung telah dipasang pada lokasi seperti tabel 2.10

Tabel 2.10
Data Lokasi Cermin Tikung dan Kondisi
No Wilayah Lokasi Kondisi
1 Daud Rasidi Kp. Baru Baik
3 Pdg Panjang — Padang Bukit Berbunga Baik
4 Pdg Panjang — Padang Kelok Sukma Baik
5 Kp. Teleng Pangkalan Ojek Baik
6 Agussalim Seroja Baik
7 Agussalim Tikungan DPRD Baik
8 Blkg Smp Mesjid Nurul Amri Baik
9 Kamarullah Dekat Mtsn Baik
10 Tanjung Dekat Persawahan Baik
11 Tanjung Pendakian Simp. Tanjung Baik
12 Rsud - Kacang Kayu Kelok Tahu Baik
13 Rsud - Kacang Kayu Simp. Solok Batuang Ateh Baik
14 Rsud - Kacang Kayu Depan Smu Unggul Baik
15 A. Yani Jembatan Ngalau Baik
16 Sei Andok Kub. Cino Baik
17 Lingkar Selatan Simp. 3 Arah. Kp. Manggih Baik
18 Lingkar Selatan Simp. 3 Arah. Sei Andok Baik
19 Arah Mifan Sebelum Mifan Baik
20 Sigando Dekat SD 06 Baik
21 Sigando Sesudah SD 06 Baik
22 Sigando Sebelum Mesjid Assasi Baik
23 Koto Panjang Simpang Kolor Baik
24 Kantor Camat Timur Sesudah Camat Timur Baik
25 Kantor Camat Timur Sesudah Camat Timur Baik
26 Guguk Malintang Dibawah Kantor Lurah (Mushola Amanah) Baik
27 Guguk Malintang Simpang Tiga Mesjid Tanah Bato Baik
28 Padang Reno Perumahan Padang Reno Baik
29 Kampung Manggis Simpang SD Baik
30 Guguk malintang Depan Kantor Lurah Baik
31 Tanah Pak lambik Simpang RT IV Baik
32 Ganting Depan PS Bangunan Ganting Baik
33 JI. Rohana Kudus Simpang 3 Rohana Kudus Baik
34 Tanah Hitam Rusunawa Baik
35 Tanah Hitam Rusunawa Baik

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022
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Cermin tikung yang terpasang pada umumnya dalam keadaan baik, namun
kaca cermin perlu dilakukan penggantian dalam jangka waktu tertentu.
Sementara kebutuhan masih banyak lokasi-lokasi yang perlu dipasang cermin
tikung dimaksud.

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk
menurunkan dan/atau menaikan penumpang. Keberadaan halte sebagai
tempat menunggu kendaraan umum sangat diperlukan bagi masyarakat yang
membutuhkan jasa angkutan umum.

Halte yang terpasang sebanyak 21 unit di Kota Padang Panjang dan data Halte
disajikan pada tabel 2.11

Tabel 2.11
Data Halte Kota Padang Panjang Tahun 2022
No Nama Halte Lokasi Kondisi
1 Halte simpang Perumnas JI. ST. Syahrir Baik
2 Halte SDN 12 JI. ST. Syahrir Baik
3 Halte Simpang PDIKM JI. ST. Syahrir Baik
4 Halte Simpang SMP 1 JI. Sudirman Baik
5 Halte SMA Muhammadiyah JI. KH. Ahmad Dahlan Baik
6 Halte SMA 1 JI. KH. Ahmad Dahlan Baik
7 Halte Simpang Koto JI. A. Yani Baik
8 Halte KLK JI. A. Yani Baik
9 Halte Simpang Monas JI. A. Yani Baik
10 Halte SMP 3 JI. A. Yani Baik
11  Halte Simpang Guguk Kaliliang JI. A. Yani Baik
12  Halte Simpang Ransam JI. A. Yani Baik
13  Halte Simpang Kacang Kayu JI. A. Yani Baik
14  Halte Solok Batuang Bypass Baik
15 Halte SMA Unggul Bypass Baik
16  Halte Simpang Gantiang Bypass Baik
17 Halte RSUD Bypass Baik
18 Halte Simpang Bukit Kanduang Bypass Baik
19  Halte Thawalib JI. Dr. Hamka Baik
20  Halte Pertiwi JI. Soekarno Hatta Baik
21  Halte SMK 2 Sigando Baik

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Secara keseluruhan halte yang berada di Kota Padang Panjang masih dapat
digunakan sebagaimana mestinya. Untuk kebutuhan kedepannya perlu
penambahan halte pada lokasi-lokasi yang merupakan kantong penumpang

atau pada ruas jalan yang dilewati angkutan umum

Pagar Pengaman atau guardrail adalah sarana lalu lintas yang bermanfaat
untuk melindungi kendaraan yang melalui daerah terjal/jurang yang rawan

kecelakaan. Adapun data pemasangan guardrail di Kota Padang Panjang dapat

dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.12
Data Lokasi Pemasangan Guadrail dan Kondisi

Posisi Kondisi
No Ruas Jalan Kiri Kanan Rusak Rusak Panjang Keterangan
Kiri Kanan (M)
1 By Pass (Dekat Pabrik 76 76 152
Tahu)
2 By Pass (Simpang 56 48 104
Bukit Kandung)
3 By Pass (Sebelum 172 172
RSUD)
4 By Pass (Solok Batung) 80 72 4 4 160 Dibuka
Untuk Akses
Jalan
5 Sesudah Camat Timur 88 52 140
6 Simpang DPRD 28 4 32 Hilang /
Dibuka
7 Bukit Berbunga (Arah 72 72
Batas Kota)
8 Jembatan Kamba 44 16 60 Hilang /
Batas Kota Dibuka
9 Jembatan Putih (Arah 72 72
Mifan)
10  Sei Andok (Dari Tn. 32 32
Hitam)
11  Koto Katiak (Islamic 100 100
Center)
12 Kampung Baru 40 40

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Pagar pengaman yang terpasang secara keseluruhan dalam kondisi baik, ada
beberapa yang hilang atau dibuka karena pembukaan akses jalan sehingga
diperlukan perbaikan dan rehabilitasi, berkenaan dengan kondisi geografis
Padang Panjang maka masih banyak ruas jalan yang perlu dilakukan
pemasangan pagar pengamanan atau guardrail.

Ketersediaan layanan transportasi umum merupakan bagian dari sistem
transportasi dimaksudkan untuk melayani mobilitas orang dan barang dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Namun di Kota Padang
Panjang kondisi layanan transportasi umum belum optimal, salah satunya
disebabkan oleh masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi
terutama roda dua, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan
kinerja angkutan umum yang rendah.

Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan jumlah
penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun
Kondisi ini berdampak pada jasa usaha angkutan umum di Kota Padang
Panjang dimana load factor penumpang angkutan umum cukup rendah. Maka
perlu disikapi oleh pemerintah daerah dengan berkerjasama dengan penyedia
jasa angkutan umum untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta

pelayanan transportasi yang layak.
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Berdasarkan jumlah kuota angkutan darat yang menjadi kewenangan Dinas

Perhubungan Kota Padang Panjang sebanyak 129 unit angkutan sementara

yang melakukan pengurusan kartu pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut

pada tabel berikut :

Tabel. 2.13
Jumlah Angkutan Darat yang mengurus Kartu Pengawasan
Tahun 2022
Tahun Jumlah Jumlah
Angkutan Urus KP Angkutan Urus KP
Kota Perbatasan
2018 86 45 43 25
2019 86 55 43 25
2020 86 37 43 27
2021 86 29 43 28
2022 86 48 43 28

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2022

Adapun yang menjadi kendala terkairt menurunnya jumlah angkutan umum

yang beroperasi selain berkurangnya jumlah kendaraan yang beroperasi juga

rendahnya kesadaran perusahaan angkutan dalam pengurusan izin angkutan

umum.

Dalam rangka memberikan jaminan keselamatan setiap angkutan orang dan

barang perlu dilakukan pemeriksaan laik kendaraannya jalan kendaraan wajib

melakukan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kota Padang

Panjang memiliki 1 unit pengujian kendaraan bermotor. Berikut kami sajikan

data perkembangan kendaraan wajib uji tahun 2016 — 2022 seperti tabel

berikut :
Tabel 2.14
Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji Tahun 2016-2022
No Jenis Satuan Jumlah Kendaraan Tahun
Kendaraan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Mini Bus Unit 245 267 255 268 207 152 152
2 Bus Unit 99 118 142 135 59 103 112

Mobil Penumpang Unit 38 40 31 26 20 37 37

Umum
4 Pick Up Unit 796 791 812 687 451 462 477
5 Tangki Unit 31 26 9 18 11 13 5
6 Truck Unit 591 663 832 605 350 293 294
7 Dump Truck Unit 95 96 24 77 50 43 38
8 Box Unit 114 129 22 208 163 77 81
9 Mobil Derek Unit 2 1 2 1 1 1 1

Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2022
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Berdasarkan taman kendaraan wajib uji di Kota Padang Panjang tidak selalu
melakukan pengujian di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang,
sebagian melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji, tidak melakukan
pengujian, sehingga hal ini mengakibatkan kenaikan angka pengujian tidak
signifikan. Untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan penertiban dijalan raya.

Untuk mendukung pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang
Panjang, maka Dinas Perhubungan harus memenuhi sarana dan prasarana
pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak
jalan kendaraan tersebut. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pengujian
kendaraan bermotor pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang
Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15

Data Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor tahun 2022

No Nama Alat Tahun pembelian Kondisi
1 Genset (Kapasitas 70 Kvolt) 2011 Baik
2 Kompressor 2011 Baik
3 Brake Tester 2011 Baik
4 Speedometer Tester 2012 Baik
5 Side Slip Tester 2012 Baik
6 Headlight Tester 2013 Baik
7 Axle Play Detector 2013 Baik
8 Gas Analyzer 2013 Baik
9 Sound Level Tester 2013 Baik
10 Diesel Smoke Tester 2009 Rusak
11 Tint Meter Inspector 2012 Baik
12 Pengukuran Kedalaman Alur Ban 2015 Baik
13 Diesel Smoke Tester 2018 Baik

Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2022

Alat-alat pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan dalam kondisi baik,
hal ini perlu ditunjang secara rutin dengan melakukan rehabilitasi dan kalibrasi

secara berkala.

Salah satu prasarana angkutan yang harus dimiliki kota poadang panjabg
adalah terminal mendukung kinerja lalu lintas dan angkutan umum.
Berdasarkan wewenang Kab/kota Kota Padang Panjang hanya berhak
memberikan layanan tipe C untuk angkutan kota. Sehingga dari table dibawah

dapat dilihat infstaruktur terminal tipe C pada tabel berikut :
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Tabel. 2.16

Data Terminal Kota Padang Panjang Tahun 2015-2022

Jumlah Terminal Tahun

Jenis Luas
Terminal — 5152016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Terminal C 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 m?
Terminal B 1 - - - - - - - 2,1 m?

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2022

Pelayanan Terminal Tipe C perlu ditingkat baik sarana dan prasarana

penduikung serta tata kelolanya sehingga kedepannya dapat dioperasikan

dengan optimal.

Fasilitas lainnya yang menunjang kelancaran lalu lintas adalah tersesdianya

lahan parkir yang mencukupi di wilayah Kota Padang Panjang. Pada saat ini

fasilitas parkir yang dikelola Dinas Perhubungan di Kota Padang panjang dapat
dilihat table tabel berikut :

Tabel 2.17
Data Lokasi Parkir di Kota Padang Panjang Tahun 2022
No Lokasi Parkir Peruntukan Panjang (M) Daya
Tampung

1 Jl Lingkar Pasar Sayur Roda 2 22 35

JI. M. Yamin (Depan Bank Nagari) Roda 4 40 14
3 JI. Abdul Muis (Depan RM Cahaya

Baru) Roda 2 101 150

JI. Imam Bonjol (Depan Toko Tiara)  Roda 4 dan Roda 6 45 15

JI. Imam Bonjol (Depan Pasar

Pusat) Roda 4 24 10
6 JI. Imam Bonjol (Depan Pasar

Pusat) Roda 4 24 10
7 Jl. Imam Bonjol (Depan Kantor

Pasar) Roda 4 dan Roda 6 25 15
8 JI. Imam Bonjol (Depan AS Rupa) Roda 2 dan Roda 4 40 14
9 JI. M. Syafei (Depan Kantor

Bangunan Panama) Roda 2 16 20
10 JI. Khatib Sulaiman (Samping Timur

Pasar Pusat) Roda 2 44 65
11 JI. Khatib Sulaiman (Simpang 4)) Roda 2 24 40
1 JI. Khatib Sulaiman (Depan Toko

Bandaro) Roda 2 24 40
13 JI. Khatib Sulaiman (Depan Toko

MT) Roda 2 dan Roda 4 24 10
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JI. Khatib Sulaiman (Depan Toko

14 Suasana Baru) Roda 2 20 32
15 JI. Khatib Sulaiman (Rumah Makan

Singgalang) Roda 2 dan Roda 4 22 25
16 Gang Kecap Roda 4 dan Roda 6 26 12

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2022

Ketersediaan fasilitas parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan cukup baik
namun belum dapat memenuhi kebutuhan ruang parkir yang ada terutama
kawasan tertentu seperti pasar, sehingga perlu kedepannya dipertimbangan
pembangunan taman parkir/gedung parkir.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
menurut indikator pelayanan Dinas Perhubungan meliputi masalah peningkatan kualitas
lalu lintas, kelancaran arus barang pelayanan angkutan umum serta pelayanan pada
pengujian kendaraan bermotor.

Rasio izin trayek angkutan umum Kota Padang Panjang relatif kecil cenderung
menurun dari tahun ke tahun, demikian juga halnya dengan perbandingan arus
penumpang dengan kendaraan. Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk
tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah trayek/angkutan umum sebagaimana
disajikan tabel berikut.

Tabel 2.18
Perbandingan Pertambahan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Jumlah

Trayek Angkutan umum di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

1 Jumlah Izin Trayek (Dokumen) 110 110 110 110 110

2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 56562 58415 60840 63265 65690

3 Jumlah Penduduk (Jiwa) 0.001944769 | 0.001883078 | 0.001808021 0.001808021 | 0.001808021

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Jumlah angkutan umum Kota Padang Panjang tidak bertambah dari tahun ke
tahun (110 angkutan). Pertambahan juga tidak signifikan karena hanya sejalan dengan
pertambahan jumlah peduduk. Hal ini disebabkan terus meningkatnya jumlah pengguna
angkutan pribadi maupun penggunaan angkutan pribadi menjadi angkutan umum non
formal. Disamping itu, dengan tidak signifikannya pertambahan pengguna angkutan
umum, menyebabkan lesunya pengusaha angkutan dan tidak optimalnya pemeliharaan
dan layanan angkutan umum. Secara umum perkembangan arus penumpang angkutan

umum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut :
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Jumlah Arus Penumpang Kota Padang Panjang Tahun 2018 — 2022

Tabel 2.19

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Angkutan darat 110 110 110 110 110

2 | Jumlah Penumpang 132.451 108.799 123.516 125.847 | 131.395
3 | Persentase Perbandingan 0,083 0,101 0,089 0,088 0,084

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023
Kinerja urusan perhubungan juga ditunjang dengan ketersediaan sarana
prasarana perhubungan seperti dibidang lalu lintas terutama terkait ketersedian fasilitas
keselamatan lalu lintas. Kota Padang Panjang terus melengkapi ketersediaan fasilitas
keselamatan lalu lintas dari tahun ke tahun. Walaupun secara umum kondisi fasilitas
keselamatan lalu lintas terpasang sudah cukup baik 82,75 persen namun tetap
diperlukan peningkatan kualitas seperti rambu, cermin tikung, marka jalan traffic light,
waerning light dan lain sebagainya mempunyai usia pakai sehingga diperlukan
pergantian, rehabilitasi maupun perbaikan, begitu juga dengan kuantitas fasilitas
keselamatan lalu lintas dimana pertumbuhan kota dan perekonomian menyebabkan
perubahan pada tatanan lalu lintas sehingga peningkatan kuantitas ketersediaan
fasilitas keselamatan ini juga harus ditambah dari tahun ke tahun. Perubahan aturan
dan perkembangan tekhnologi juga membuat perkembangan dari sisi teknologi pada
saran dan prasarana lalu lintas seperti contoh ketersediaan Area Traffic Control System
untuk pengatuan lalu lintas yang diterapkan pada system Traffic Light yang ada serta
belum adanya suatu system informasi manajemen lalu lintas yang memadai, namun
demikian pada kondisi yang ada sekarang ini ketersediaan sarana pehubungan Kota

Padang Panjang dari tahun 2018-2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

1 Jumlah rambu (buah) 847 877 680 485 493
2 Jumlah traffic light (tiang 7 7 7 7 7
3 Jumlah warning light (tiang) 25 25 27 33 34
4 Jumlah halte (buah) 21 21 21 21 21
5 Jumlah pagar pembatas jalan portable (buah) na na na Na 1136
6 Jumlah Cermin Tikung 27 33 33 30 33
7 Z0ss 3 3 3 3 3
8 Gerbang KTL 3 3 3 3 3
9 Running Text 2 2 2 2 2
10 | Persentase ketersediaan rambu dalam kondisi baik 80,25 | 80,40 81,99 82,50 82,75

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023
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Untuk mendukung kegiatan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang
Panjang, maka Dinas Perhubungan berupaya memenuhi fasilitas alat pengujian
kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan
tersebut. Gambaran perkembangan uji keur kendaraan di Kota Padang Panjang Tahun
2018-2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.21
Perkembangan Uji Keur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah kendaraan wajib keur 1.168 1.175 1.180 1.180 1.197
2 Jumlah kendaraan yang melakukan | 778 776 775 778 799

keur
3 Persentase kendaaraan yang | 66.61 66.04 65.68 65.93 66.75
melakukan keur

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Jumlah Kendaraan yang melakukan wajib uji di UPTD PKB Dinas perhubungan
tidak selalu menunjukan kenaikan siginifikan, disebabkan beberapa faktor antara lain
seperti kendaraan melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji atau tidak
melakukan keur.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Program Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Program
Dinas Perhubungan Tahun 2018-2022

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
1 Rasio Konektivitas Kota 38.84 | 38.84 38.84 38.84 1

2 Ratio Kinerja Lalu Lintas 0.339 | 0.339 0.339 0.339 0.339
3 Persentase layanan angkutan darat 0.0649 | 0.0790 0.696 0.0685 | 0.0655
4 Persentase kendaraan memiliki keur | 66.61 66.04 65.68 66.10 66.75

dibagi jumlah kendaraan wajib keur
5 Rasio panjang jalan perjumlah | 0.00446 | 0.00426 | 0.00442 | 0.00403 | 0.00373
kendaraan

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Capaian Indikator Sasaran dan Program merupakan tolok ukur bagi Dinas
Perhubungan dalam melakukan pelayanan public dalam urusan perhubungan, dimana
capaian ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan yang memuat peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dan infrastruktur yang berkualitas.
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Pencapaian Kinerja Layanan Perhubungan merupakan capaian dalam
memberikan pelayanan pada kelompok sasaran yang menjadi kewenangan Dinas
Perhubungan. Adapun capaian kinerja pelayanan dimaksud dapat dilihat pada tabel
dibawabh ini :
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Tabel 2.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang

NO| Indikator Kineria Sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SPM | TareetIKK = el bttt TR D e e el
lainnya. 2019 2020 E‘_l.l 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 ZEX 2022 2023
U s e
e v
0,50 0,75
Jumiah angka kecelakaan v
57 » a3 30 116% 86%
PerSTe panRog UaY dcidan Temayet v 27.0% 27.02% 2702% 27.02% 100% 100%
[Persentase hendaraan lulus uf Keur v o7se%| 070m% g7.65% | 97.05% 100% 100%
fadilita yang
[berkuafitas v 80.90% 81.98% 80A0% 81.99%
100% 100%
Jumiah Speed bumps yang terpasang v 208 4] 208 5 100% 0%
Jumiah Rambu-rambu vang diadakan v 35 ] 35 25 100% 0%
v 3 o 3 100% 100%
volume marka lalu lintas dan Zoss yang terpasang v 730 ° °33 az3,33 8% 0%
Jumiah guadrail yang terpasang v 100 o 100 a8 100% 0%
Jumiah haite dan gedung; terminal v ] ] 0 ] 0% 0%
Jumiah kegiatan v 0 ) 0 0 0% 0%
sumiah Fasilit ac kasslamatan v a o o o 0% 0%
Jumiah Portamuan Forum LLAY v o 3 o 1 0% 33%
Jumiah jenis sarana prasarana keselamatan lalu intas v o 5 o 5 0% 100%
sumish peserta pelgjar yang mengikuti seleks v o - ° o 0% 0%
TGniah kegiatan pengendalian Giiplin PEngoperasian
angkutan dijalan raya v o 3 o 3 Py oy
Jumiah jent alat pergendalian dan pengamanan laiu v
fintas o 2 9, 8 o% 150%
Jumiah jeniz alat pemben syarat falu lintaz (warning v o A o A
light traffic fight, cCTv) 0% 100%
Jumlah jenis rambu bu dan fasilitas
alufintas ¥ 9 < 9 < 0% 100%
Persentase panjang trayek terlayani v 27.02% 27,026 27.02% 27.02% 100% 100%
uji keur v 97.56% 97.98% 97.65% 97.95% 100% 100%
f o facti s LLAL yeie v 0% sL98% s0a0% | s190%
pajak 101% 0%
sumiah kegiatan ¥ > 2 ? - 100% 0%
fasiltas LLAJ dalam vicd 50% 100% 0%
Tomiah aiat Bermotor yang
aipeinara o ae . i ] 100% 0%
M’lﬁ“ﬁ VS sarana prasafand Veselamatan 310 Tntas
yang dipefihara v 5 o ° 100% 0%
[Persentase Layanan Angkutan v 0.0145% 00142% 0.0145% 0.0142% 100% 100%
sumian Dokumen yang cihasiikan v 10 o 10 0 100% 0%
Jumiah peserta yang v 80 (] ) ] 0% 0%
Jumlah yang mengikuti pemilihan AKUT v 25 s 3 25 i
Jumiah tenaga par ki v s o 8 10 100% 0%
jumiah lokas! parkir v o & o 16 0% 200%
Jumiah raza parkir v 0 15 ] 15 0% 100%
jumiah angkutan mudik M [ 3 o 3 0% 100%
JGmiah Upah tenaga hanan 1epas dan makan minum
harian v 11 o n o oo %
sumiah peserta palajar yang mengikuti salcksi v 25 o 2 ° 100% 0%
sumish hari razis penertiban v 13 15 15 13 100% 100%
Jumiah pertemuan for um LLAY v 3 o 2 o 67% 0%
b hagiat an pangdoksn tarminal/panglalan v ° 3 o 3 0% 100%

Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026




Tumiah partamuan stakeholder dangan mAra

snghinan ¥ ° a ] 0 o% 0%
Jumiah smart bis, halts yang diadakan v o ° ° ° 0% 0%
sumiah pangkatan angkutan barang yang dipsihara v ° ° ° 1 o%
Jumiah Ranperda gan Ranperwako bidang
perbubungan v o 1 9 0% 0%
Jumiah dokumen yang disusun v 0 10 ) 0 0% 0%
Persentase kepemilikan KIR snghkutan umum vV 93,90% 94.71% 9550% 94.71% 102% 100%
Jumiah alat penunjang SIM PKB v o 1 o 1 0% 100%
TuriaTs alat pengujian kendarasn BErmOIoT yang
dipelihara N o 2 D ES 0% 83%
Jurmiah gedung v ° L ° ° 0% 0%
Jumiah Kegiatan v 1 0 o 0 0% 0%
Jumiah alat Penunjang P8 Vv 0 0 0 0 0% 0%
inictrasi v 20% 20% 90% 20% 100% 100%
Jumiah jenis bahan v 400 [ 400 0 100% 0%
Juriah tagihan rokening yang dibayarkan v ) ° > ° 100% 0%
Jumiah ¥ 3 33, = 2 100% 100%
Turlah Unit Gedung kantor yang dijags dan 7 = 3 = 3 o~
Jurmish Alat Tuliz Kantor yang dizediakan v ) o = o 100% 0%
TOTIaT JEnG Datang Cetavan Gan pengataan yag
disediakan ¥ & = @ 100% 0%
Jumiah Makan dan minum rapat yang v S&s sas s 7 sa% 643
sumiah rapat koordinazi dan konsultazi yang dikuts v 50 0 197 161 294% 322%
Jumiah Tenaga Administrasi/Teknis b 3 5 ) 2 100% 75%
JomTah JeE TRAaRE Fanarangan
xantor s o = 100% 0%
Jumiah hari lembur v ° o 0% 0%
Turlah ens ce i peEE ATRaan
Jasa Surat menyurat v o 4 o a % _—
Jurmiah Jenis Komponen Vv ° 13 ° 5 0% 100%
Jumiah tagihan rekening yang dibayarkan v 0 3 0 3 0% 100%
P dan pra
ondisi baik v 00% °0% 0% 20% 100% 100%
Jumiah Perlongkapan yang di adakan v o o o o 0% 0%
Jumiah di di & v o ° o o 0% 0%
v 0 1 0 )
Jumiah gedung kantor yang direhap sedang/berat 0% %
sumiah alat-alat kantor yang dipalihara v 12 o s o 42% 0%
Jumiah alat-alat kantor yang ciadakan v o 2 o 0 0% 0%
Toriah Pakaan Dinac dan per Yang
diadakan v L) 55 L) L 0% 0%
Sumiah pakaian kecja l3pangan v o = o ° 3 [
Jsumian pakalan oiah raga dan baju kaos aishub v o 0 o 9, 0% 0%
unit per: pan oryang
dijaga dan dibersibkan v 9 2 o 2 0% 100%
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ¥ e 5 o~ b ] 67% 100%
Jumiah Aparatur yang mengikuti Bimtek v 10 0 6 0 60% 0%
ap Capaian Kinerja dan v 100% 100% L]
yang tepatwaktu 100% 0%
TGmIah APOran perencanaan dan Aporan Jayang
disusun v i P = i 100% 0%
sumiah laporan keuangan kinerja yang dizusun v 3 9 3 9 100% 0%
persentase kenaikan indeks kualitas layanan
Instrastruktur v 127 139 1.50 0.91
61%
Indeks kualitas insfrastruktur perhubungan v 71.60 7200 | 7205 9746 96.62 57 50 126% 124% 135%
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Jurian Laporan Capasen Kineqa dan diisar
Reatisasi

100%

Jumiah Pembayaran Gaji dan Tambahan
Pan n

100%

S
Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun

100%

Jumiah Laparan keuangan
bulanantriwulan/semesteran

100%

Jumiah Laporan Anglisis Prognosis realisasi

<

anggaran
Jumiah Jenis Kamponen alat istrik yang
dizadiakan

100%

Jumiah Jenis Bahan Logistik,

100%

Jumiah Unit gedung kantor yang diaga dan
dibersihkan

Jumiah Jenis celak dan penggandsan

100%

Jumiah Makanan dan Minuman Rapat yang
dizediakan,

< |l < <] <

600
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Perhubungan mengalami peningkatan,
terlihat pada Indikator Kinerja setelah perubahan dimana indeks kualitas layanan
infrastruktur perhubungan tahun 2021 dari target 72.00 terealisasi sebesar 97,46
dan pada tahun 2022 target yang semula 72,05 diperbaiki menjadi 97,50
dikarenakan capaian tahun sebelumnya melebihi target tahun berjalan dan
terealisasi sebesar 96,62. Untuk target renstra periode 2024-2026 telah
disinkronkan dengan capaian tahun sebelumnya agar capaian kinerja dapat
dihitung secara realistis.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tahun 2022 sebesar 99,09%
dari target 97,50 dan terealisasi sebesar 96,62. Penghitungan nilai indikator kinerja
diatas berdasarkan nilai suvey kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur
perhubungan di Kota Padang Panjang.

Hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur

pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 26 unsur pelayanan yang ada, terdapat 24

unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1

unsur berada pada nilai kinerja unsur Baik dan 1 unsur berada pada kinerja unsur

Kurang Baik. Jika dilihat lebih detail unsur memperoleh nilai tertinggi terdapat 9

yang masing-masingnya memperoleh nilai rata-rata sama sebesar 4,000 (100),

yaitu :

a) unsur pemanfaatan marka jalan di jalan kota Padang Panjang (Unsur ke-7),

b) unsur kesesuaian pemanfaatan marka jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke-
8),

¢) unsur ketersediaan pelayanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang
(Unsur ke-14),

d) unsur manfaat layanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang (Unsur
ke-16),

e) unsur kesesuaian sarana dan prasarana infrastruktur layanan uji kelayakan
kendaraan yang disediakan oleh pemerintah kota Padang Panjang (Unsur ke-
17),

f) unsur kemanfaatan lampu penerangan jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke-
20,

g) unsur keberadaan petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-24),

h) unsur fungsi petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-25),

i) unsur kemahalan biaya retribusi parkir yang harus dibayar di kota Padang

Panjang (Unsur ke-26).
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Penilaian persepsi masyarakat terhadap penilaian 9 unsur tersebut yaitu sangat
memuaskan, sehingga harus dipertahankan pada masa yang akan datang.
Sedangkan terdapat 2 unsur terendah dan berada pada kinerja unsur Baik dan
Kurang Baik. Terdapat 1 unsur yang berada pada kinerja unsur Baik yaitu unsur
kepedulian petugas dishub di area padat aktifitas publik di kota Padang Panjang
(Unsur ke-13) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,260 (81,50). Sedangkan 1
unsur lainnya berada pada kinerja unsur Kurang Baik yaitu unsur ketersediaan
prasarana/lahan parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-22) memperoleh nilai
rata-rata sebesar 2,970 (74,25). Penilaian masyarakat terhadap 2 unsur terendah
tersebut yaitu :

a. Lahan parkir yang ada di kota Padang Panjang belum mencukupi untuk
masyarakat, terutama di pasar dan daerah pasar kuliner sehingga parkir
banyak dilakukan dibahu jalan dan antri parkir.

b. Menurut sebagian besar masyarakat mengatakan bahwasannya petugas 24
dishub kurang membantu masyarakat terutama di Jl. Jendral Sudirman. Oleh
karenanya berdasarkan hasil olah data Survei Kepuasan Masyarakat pada
layanan infrastruktur Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, maka
diperoleh nilai SKM layanan infrastruktur sebesar 96,62 termasuk dalam mutu
A dan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik. (Rambu Lalu Lintas, Marka

Jalan, Traffict Light, Petugas, Uji KB, Lampu Jalan, dan Lahan Parkir).

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Padang
PanjangTahun 2019-2022 dapat dilihat pada table berikut :
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Tabel 2.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Perhubungan
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37 | elksanaan kebijaian urtuk jelan fab/kcta 411,701,600 416,000,000 437,758 4% 380,770,350 106.33% 9153%,
38 |Forum talu lintas angkutan jalan kabkota 14,487,000 24,977,000 25,000,000 13,375,000 30,368,700 28,275,100 96.47%] 121 53%) 113 10%) 3137% 2 2a%)
Penyedizan Aagkutan Umum antuk jasa
XNV |Angkutaa Orang dan/atau barang antar lota
dalam 1 (satu] daerah kabupaten/ota
Angkutan Umum untuk j253 Argkutan Orang 3 £
30 Gttt Barae aitra Vot datart sati} 638275,950 273,361,450 500,000,000 61022354 561,665,315 248,527,075 95.60%) 118 6% 89.71%) 11.49%) 14.17%)
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Target dan realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan pada
periode 2019-2022 mengalami capaian yang cukup baik terlihat dari ratio

antara target dan realisasi diatas 75%.
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2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari
jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan
yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun kelompok sasaran layanan urusan
perhubungan yaitu masyarakat pejalan kaki, pengguna jalan, angkutan umum dan barang.
Sedangkan Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan diantaranya Polres, TNI,
Jasa Raharja, Organda.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Hasil analis terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
serta hasil telaahan terhadap RTRW berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang seiring dengan

penggunaan anggaran.

Tantangan
1. Peningkatan pelayanan angkutan umum seperti ketersediaan infrastruktur terminal Tipe

C, peningkatan animo masyarakat menggunakan angkutan umum, pengembangan
jaringan trayek angkutan, peningkatan sarana dan kapasitas layanan angkutan umum.

2. Peningkatan pelayanan angkutan barang seperti analisa kebutuhan infrastruktur
pangkalan dan rest area angkutan barang serta manajemen disrtibusi dan bongkar
muat.

3. Peningkatan pelayanan parkir serta fasilitas perpakiran.

4. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

5. Peningkatan pelayanan serta perlengkapan lalu lintas dalam rangka keselamatan,

kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Peluang
1. Optimalisasi pemanfaatan terminal Tipe C yang telah ada dengan meingkatkan sarana

prasarana pendukung.

2. Penataan jaringan trayek angkutan kota, sinkronisasi terkait penatausahaan angkutan
umum antar pengusaha dengan pemerintah daerah.

3. Optimalisasi pangkalan truk dan rest area angkutan barang sesuai dengan DED Rest
Area.

4. Penetapan rute angkutan barang dan bongkar muat dan lokasi bongkar muat pada

kawasan bisnis.
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. Melakukan analisa kebutuhan dan penambahan kantong parkir pada lokasi tertentu,

taman parkir serta gedung parkir.

. Perlunya analisa kebutuhan terhadap sarana dan prasarana perlengkapan lalu lintas.

. Menjaga kualitas perlengkapan lalu lintas melalui kegiatan pengadaaan dan rehabilitasi.
. Perlunya penengakan hukum bersama stakeholder terkait.

. Pengembangan wawasan dan kompetensi SDM baik pengujian, lalu lintas dan angkutan

melalui pendidikan dan latihan yang berkompetensi.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026



BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan pelayanan, maka Dinas
Perhubungan Kota Padang Panjang harus mengindentifikasi masalah yang dihadapi
berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1

Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Capaian/Kondisi ~ Standar yang Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
Kajian saat ini digunakan Pelayanan
Intenal Eksternal
OPD

Bidang Lalu Lintas

Sumber Kuantitas : PP51Tahun - penempatan pegawai - Memperbarui - Belum optimal
Daya kurang Tenaga 2012 sesuai kompetensi kerjasama penyesuaian
Manusia Lapangan, Tenaga UU Nomor - Keterbatasan Anggaran dengan kebutuhan
Teknis 22Tahun - Peningkatan SDM belum Sekolah pegawal
Kualitas : perlu 2009 terakomodir di BKPSDM Kedinasan
Peningkatan ASN Transportasi
yang terkait
berkompetensi rekruitmen
dan pelaksanaan ASN
diklat teknis - Persetujuan
(andalalin, PPNS, Anggaran  dari
petugas jalan TAPD
raya, dll) dan ahli
transportasi
Sarana dan Kuantitas : UU Nomor - Keterbatasan - Usulan Masih
Prasana lalu - kurang 22Tahun Anggaran Musrenbang rendahnya
lintas penunjang sarana 2009 - Sarana dan pokir sarana dan
mobilisasi pendukung - Terkait prasarana
- Kurangnya persetujuan
perlengkapan perencanaan
lalu lintas dan anggaran
Kualitas : dari TAPD
perlu
peningkatan baik
pengadaan
maupun
pemeliharaan
Sistem Belum tersedianya  UU Nomor Belum
Informasi system informasi 22Tahun - Keterbatasan - anggaran - Pembaruan tersedianya
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Manjemen manajemen lalu 2009 dan tenaga ahli Kerjasama saran
lalu Lintas lintas serta dengan penunjang dan
- Belum tersedianya
ketersediaan data Y Sekolah data yang
) insfrastruktur .
yang mencukupi transportasi akurat
Peningkatan Minimnya kegiatan ~ UU Nomor Terbatasnya Anggaran Rendahnya Masih
kesadaran sosialisasi yang 22Tahun kesadaran banyaknya
berlalu lintas dilakukan dan 2009 masyarakat kecelakaan dan
kerjasama dengan mematuhi aturan pelanggaran
instansi terkait lalu lintas lalu
lintas
Regulasi Payung hukum  UU Nomor Belum lengkapnya payung Terkait Kurang kuatnya
pelaksanaan 22Tahun hukum pelaksanaan tupoksi  koordinasi penegakkan
tupoksi 2009 perhubungan dengan peraturan
perhubungan Bagian Hukum daerah
Bidang Angkutan dan Perpakiran
SIM Belum ada sistim UU Nomor 22 - Belum adanya kegiatan Belum
. . - Pembaruan )
Angkutan informasi Tahun 2009 dan anggaran tersedianya
. Kerjasama data d
mangjemen - Kurangnya tenaga ahli dengan ata dan
Angkutan Jalan ) layanan
- Belum tersedianya Sekolah
. Informasi dan
infrastruktur pendukung transportasi
data yang
Persetujuan dari memadai
Wako melalui
BPKSDM terkait
penerimaan ASN
Sumber Kuantitas : kurang PP 51 Tahun - Terkait - Belum
Penempatan  pegawai
Daya Tenaga Lapangan, 2012 . ) Rekrutmen optimalnya
. . sesuai kompetensi
Manusia Tenaga Teknis PNS  formasi pelaksanaan
yang - Keterbatasan Anggaran lulusan kegiatan
berkompetensi tranportasi pelayanan
(pengelola LLAJ
terminal, - Persetujuan - Belum optimal
angkutan, Anggaran dari penyesuaian
perizinan, dll dIl) TAPD kebutuhan
dan ahli pegawai
transportasi
P - Perlunya
Kualitas : perlu )
mengoptimalka
Peningkatan, )
n kerja sama
penerimaan asn . .
dengan instasni
ang berkopetensi
yang P terkait dan
dan pelaksanaan
rekrutmen
diklat teknis
Moda - Ketersediaan UUNomor 22 - Pperlu kajian ulang moda ~ Koordinasi Kurangnya
angkutan anngkutan yang Tahun 2009 transportasi dengan stake minat
belum memadai - Ketersediaan data holder terkait masyarakat
Kerjasama dalam menggunakan

- Pelayanan yang
belum maksimal

- Menjamurnya
ojek pangkalan

dan online

angkutan

- Perlu penataan

angkutan

pengakan

peraturan

angkutan umum
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Perpakiran Belum UU Nomor 22  Ketersediaan lahan untuk Perlu peningkatan  Masih
tersedianya Tahun 2009 fasilitas parker yang sangat Peran Swasta menggunakan
fasilitas parkir kurang di kawasan tertentu pemilik lahan badan jalan dan
yang memadai masih
dan sesuai banyaknya
kebutuhan lokasi parkir liar

Terminal C Masih belum PM Hub No Belum ada kajian terminal Peran Pemerintah  Tidak

tersedianya 79 Tahun dan lokasi yang dalam terpelihara dan
terminal angkutan 2018, pm 132  representatif optimalisasi berfungsinya
umum yang th 2015 terminal Terminal C
representatif dan (dicabut pm secara

status lahan yang 24 th 2021) maksimal
belum jelas

Pangkalan Kurang UU Nomor 22 Rehabilitasi rest Pengemudi Belum  Banyaknya

Truck / rest memadainya Tahun 2009 area/pangkalan truk tertib dalam pengemudi

area truk fasilitas rest memanfaatkan angkutan

area/pangkalan rest barang yang
truck area/pangkalan belum tertib
truk

regulasi Payung hukum  UU Nomor Belum lengkapnya payung Terkait Kurang kuatnya

pelaksanaan 22Tahun hukum pelaksanaan tupoksi  koordinasi penegakkan
tupoksi 2009 perhubungan dengan peraturan
perhubungan Bagian Hukum daerah

UPTD PKB

Sumber Kurangnya jumlah PM Hub No jumlah Perlunya Pelayanan

Daya penguiji sesuai 133 Tahun penguji sesuai kompetensi mengoptimalkan kurang

Manusia dengan kebutuhan  2015(dicabut belum cukup kerja sama optimal

dan sertifikasi pm 19 th dengan instasni
teknis Belum 2021) terkait dan
tersedianya rekrutmen
penguiji sesuai

kebutuhan

Sarana - Sarana alat uji - Penambahan danrehab ~ Keterbatasan Pelayanan yang

prasarana yang belum PM Hub No mesin Anggaran belum optimal

rmaksimal 33 Tahun - Perlu rehab gedung dan sesuai
- Perbaikan 2018 (dirubah dengan
Gedung Ui pm 30 th prosedur
2020, dirubah
pm 23 th
2021)

SEKRETARIAT

Akuntabilitas Nilai Sakip Permenpan Melakukan Review Hasil evaluasi

Kinerja Masih CC 53 tahun revisi dokumen dokumen kinerja belum

Organisasi 2014 perencanaan perencanaan optimal

dari Inspektorat

Sumber daya  Masih kurangnya Permenpan Jumlah asn yang tidak Koordinasi Belum optimal

manusia ketersediaan asn terbaru mencukupi dengan bpksdm penyesuaian

sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan pada pegawai

secretariat
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Sarana dan Ketersediaan

prasarana perelengkapan
dan peralatan

yang kurang

Tidak mencukupi untuk

semua bagian yang ada

Koordinasi terkait

penganggaran

Kurang
optimalnya

pengerjaannya

Berdasarkan tabel diatas dapat simpulkan bahwa permasalahan pada urusan perhubungan di

Kota Padang Panjang adalah belum optimalnya penyelenggaraan kendaraan angkutan kota

sebagai alat transportasi masyarakat, belum optimalnya layanan dan fasilitas keselamatan lalu

lintas transportasi darat serta belum optimalnya pengoperasian pelayanan pengujian kendaraan

bermotor.

3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tabel 3.2

Komparasi Visi dan Misi Renstra Kota Padang Panjang

Terhadap Visi Misi Renstra Propinsi atau Renstra K/L

No Visi Misi RPIJMD Kota Padang
Panjang

Visi Misi Renstra Dishub

Propinsi Sumatera Barat

Visi Misi
Kementrian/Lembaga

1. Visi :
Untuk Kejayaan Padang Panjang
Yang Bermarwah Dan Bermartabat

Visi :
Terwujudnya Pelayanan

Transportasi yang Handal dan

Visi :

Konektivitas  Nasional

yang

Handal, Berdaya Saing, dan

Terpadu Memberikan Nilai Tambah
2. Misi : Misi : Misi:
Meningkatkan Pertumbuhan  a. Meningkatkan a. Meningkatkan integrasi
Ekonomi Unggulan Daerah pembangunan dan antar moda dan
Berbasis Pembangunan mengoptimalkan sarana aksesibilitas masyarakat

Berkelanjutan

prasarana Transportasi yang
Berkelanjutan
b. Mewujudkan keamanan,
keselamatan dan
kenyamanan  transportasi
dengan meningkatkan

Pelayanan, Fungsi Forum

Koordinasi  Lalu  Lintas
Angkutan & Peran Serta
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan

Transportasi

terhadap pelayanan jasa
transportasi untuk
mendukung
pengembangan
konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan kinerja
pelayanan jasa transportasi
dengan memanfaatkan
teknologi yang tepat guna
dan tepat sasaran didukung
oleh SDM yang profesional
serta antisipatif terhadap
potensi kebencanaan;

c. Meningkatkan keselamatan
dan keamanan transportasi
dalam upaya peningkatan
pelayanan jasa transportasi
didukung oleh kualitas dan
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kompetensi SDM operator
dan pelaksana industri
transportasi yang berdaya
saing internasional, mandiri
dan produktif;

d. Melanjutkan konsolidasi
melalui restrukturisasi,
reformasi dan penguatan di
bidang peraturan,
kelembagaan, sumber daya
aparatur dan penegakan
hukum secara konsisten;

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan
kawasan strategis dan arah kebijakan ruang, menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang
yang berada yang terletak pada titik silang arus lalu lintas, memiliki posisi yang sangat
strategis dan memiliki potensi ekonomi, tidak saja berskala lokal maupun regional.
Beberapa potensi unggulan lokal Kota Padang Panjang antara lain sektor pariwisata, dan
perdagangan serta sektor jasa..

Tujuan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis adalah mensinergikan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kota Padang Panjang dan
menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan penyusunan rencana, kebijakan dan
program yang tertanam dalam RTRW Kota Padang Panjang.

Hasil analisis Tim KLHS dalam target capaian pembangunan berkelanjutan 2024
adalah persentase penggunaan moda tranportasi umum di perkotaan. Dengan isu utama

utama dan isu strategis KLHS 2024-2026 terkait Dinas Perhubungan seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Telaah Terhadap KLHS 2024-2026
Isu Utama Isu Strategis Skenario Rekomendasi Program Pendukung
Pencapaian Menjadikan Menaikkan 1. Penggunaan 1.Penyelenggaraan Lalu
TPB Kota dan persentase transportasi ramah Lintas dan Angkutan
Permukiman pengguna moda lingkungan Umum
yang Inklusif, transportasi 2. Mendorong Penataan
Aman umum di dan pembangunan
Tangguh dan perkotaan sistem transportasi
Berkelanjutan menjadi  20,15% masal
e Jasa dari target 3. Pengujian emisi gas
ekosistem nasional 32% buang berkala moda
Pemeliharaan ransportasi
kualitas udara 4. Memberikan rambu-
kategori tinggi rambu daerah rawan

dan sangat
tinggi 52,57%
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3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang, terdapat sejumlah isu strategis sebagai entry point atas kebutuhan
antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan. Kapasitas
kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang sejalan dengan terus
bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang Panjang, perubahan
terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif.
Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta
target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam
pelaksanaan pembangunan.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan Pelayanan
Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah, Renstra K/L serta RTRW dan KLHS,
memunculkan permasalahan-permasalahan pokok yang perlu penyelesaian dan solusi
untuk maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu ditetapkan isu-isu strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan
massal;
Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan
jalan
Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas
Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor
Belum memadainya terminal angkutan penumpang dan pangkalan truk (rest area)

Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas

© N o g A

Belum memadainya sarana dan prasarana perparkiran
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-
2026 pada sasaran pertama yaitu Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan
Yang Berkualitas. Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dalam
perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dituangkan
dalam berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Transisi Target Tahun Renstra
Sasaran RPD Tujuan Sasaran Indikator
2023 2024 2025 2026
Terbangunnya IKLI 96,62 96.76 96.83 96.90
Infrastruktur Perhubungan
Layanan
Dasar
Perkotaan yang
berkualitas
Meningkatny Indeks 96,62 96.76 96.83 96.90
a Kualitas kualitas
Infrastruktur Layanan
berkelanjuta Infrastruktur
n Perhubungan
Meningkatnya Rasio 38.84 38.84 38.84 38.84
Penyelenggaraa  Konektivitas
n Lalu Lintas dan  Kota
Angkutan Jalan
(LLAJ)
Kinerja lalu 0.339 0.339 0.339 0.339

Lintas Kota

Dalam rangka mewujudkan tujuan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan
adalah indikator tujuan yang menghitung dan mengukur indeks kualitas layanan
infrastruktur perhubungan dari tahun ke tahun.

Sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang vyaitu Meningkatnya
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki 2 (dua) indikator
sasaran yaitu Rasio Konektivitas Kota dan Kinerja lalu Lintas (rata-rata).

1. Rasio Konektivitas Kota

(1k1 x bobot Angkutan Jalan) + (1k2 x bobot angkutan
Rasio Konektivitas Kota = sungai, danau dan penyeberangan)
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* IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota Padang Panjang x

bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kota Padang Panjang)

* IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas
Penyeberangan yang beroperasi pd Kota Padang Panjang x bobot lintas)
dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota
tersebut)

IK1 (angkutan jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis

ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan

trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam
kurun waktu tertentu.

Bobot Trayek atau Lintas :

a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu),
bobot =1

b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu),
bobot = 0.8

c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3 dalam seminggu),
Bobot = 0.5

Kota Padang Panjang tidak ada angkutan sungai, danau dan penyeberangan

sehingga dalam penghitungan rasio konektivitas kota cukup menghitung 1K 1

yaitu angkutan jalan.

Kinerja lalu Lintas Kota

V (Volume Kendaraan)
Kinerja Lalu Lintas Kota =

C (Kapasitas Kendaraan)

Pencapaian tujuan dan sasaran ini akan dicapai melalui 1 (satu) program
prioritas. Gambaran tentang program prioritas pada tujuan dan sasaran dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Program Prioritas Pencapaian Sasaran Tahun 2024-2026

Sasaran Program Indikator Program

Meningkatnya
Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ)

Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan  Angkutan
Jalan (LLAJ)

Persentase layanan angkutan
darat

Persentase Kepemilikan Keur
Kendaraan Bermotor

Rasio Panjang Jalan perjumlah

kendaraan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026



Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu-satunya

program prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang memiliki 3 (tiga)

indikator program sebagai berikut :

1.

Persentase layanan angkutan darat yaitu jumlah penumpang terlayani angkutan kota
tiap tahun berbanding jumlah kapasitas penumpang angkutan kota tahun
bersangkutan, dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Layanan Angkutan Jumlah penumpang terlayani angkutan kota tahun n
= - x 100%
Darat Jumlah Kapasitas Penumpang Angkutan Kota tahun n 0

Indikator ini menunjukkan optimalisasi angkutan kota yang beroperasi dengan melihat
jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan kota dalam pemenuhan
kebutuhan transportasi di Kota Padang Panjang.

Persentase Kepemilikan Keur Kendaraan Bermotor, yaitu jumlah kendaraan yang
keur tiap tahun berbanding jumlah kendaraan tahun bersangkutan, dengan formula

sebagai berikut :

Jumlah kendaraan yang keur tahun n

= _ x 100%
Keur kendaraan bermotor Jumlah kendaraan wajib keur tahun n

Persentase Kepemilikan

Indikator ini menunjukan tingkat laik jalan kendaraan angkutan barang dan orang

yang wajib keur secara berkala.

Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan, yaitu total panjang jalan berbanding
jumlah kendaraan pada tahun bersangkutan di Kota Padang Panjang, dengan

formula sebagai berikut :

Rasio Panjang Jalan Panjang Jalan

Perjumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan tahun n

Indikator ini menunjukkan sarana prasarana yang terpasang pada jalan sepanjang
jalan di Kota Padang Panjang dalam kondisi baik, diharapkan dapat membantu dan
mewujudkan keselamatan sarana tranportasi untuk keselamatan lalu lintas dijalan

raya.
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4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026,
sesuai dengan sasaran pada RPD 2024-2026 yang telah ditetapkan, dan arah kebijakan
Perhubungan tiga tahun mendatang yakni :

“Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas”
Arah Kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana agar strategi
efektif dalam mewujudkan visi renstra. Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah
peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
Sinergi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Pembangun
Kota Padang Panjang disektor perhubungan dapat dilihat pada tabel 5.1
Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN . TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS
SASARAN TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR PERKOTAAN YANG
BERKUALITAS
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Optimalisasi optimalisasi operasi angkutan kota

Meningkatnya Meningkatnya penyelenggaraan dan trayek yang dijalani

Kualitas Infrastruktur ~Penyelenggaraan Lalu kendaraan angkutan

berkelanjutan Lintas dan Angkutan kota sebagai alat

Jalan (LLAJ) transportasi

masyarakat

Optimalisasi sarana dan prasarana
terminal tipe C

Peningkatan minat masyarakat
menggunakan angkutan umum
Penataan/penertiban ojek online atau
pangkalan
Optimalisasi  penyediaan  sarana
prasarana melalui APBN, APBD-Prov,
dan CSR/Swasta

Optimalisasi Optimalisasi  pengawasan  parkir

pendapatan (perda parkir)

perparkiran

Peningkatan kualitas sarana dan
prasarana perparkiran

Penerapan digitalisasi perparkiran

Optimalisasi layanan optimalisasi pengendalian,
dan fasilitas pengawasan lalu lintas di jalan raya
keselamatan lalu

lintas  transportasi

darat

Penambahan personil bantuan lalu
lintas

Meningkatkan kesadaran masyarakat
mematuhi peraturan lalu lintas
Meningkatkan kesadaran masyarakat
menjaga fasilitas lalu lintas dan

angkutan jalan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026



Penyediaan sarana mobilisasi sarana

prasarana dan operasional lalu lintas

Masih kurangnya

ketersedian fasilitas keselamatan lalu

lintas

Bimtek SDM PPNS untuk menangani

pelanggaran lalu lintas dan angkutan

jalan

Bimtek SDM Penilai andalalin dan

manajemen rekayasa lalu lintas, dan

tenaga teknis elektro dan IT

Masih  kurangnya sarana dan

prasarana pendukung kegiatan

rehabilitasi, survey dan alat angkut
Optimalisasi Peningkatan sarana dan prasarana
pengelolaan PJU jaringan PJU

Kerjasama transformasi PJU (mercury

to LED & Smart PJU)

Sesuai dengan sasaran RPD 2024-2026 sekaligus menjadi tujuan Dinas Perhubungan
yakni meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya kinerja
lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan dan
sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas
pelayanan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pemantapan pembangunan
Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas melalui program penyelenggaraan lalu

lintas dan angkutan jalan dengan indikatornya yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dituangkan pada program dan
pendanaan berdasarkan nomenklatur serta urusan perhubungan yang telah disesuaikan
dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada bab sebelumnya serta dijabarkan
lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Kode Perangkat Daerah : 2.15.0.00.0.00.01.0000
Nama Peran. Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Target Kinenja Program dan Kerangka Pendanaan
{Outcome) e
- [KondisiKinerja Pada
dan Kegiatan (Output) Akhir Periode
g Data Capaian 5 Renstra
Program dan Ke giatan Awal Perencanaan TN T E S Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target
I Kualitas Indek Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI} 96.62 96,76 96.83 96,90 96.90|
Perhubungan
ning akinenja in an ang’ an {| il 3584 RIETE 3.6 ER7 B84
Kinerja Lalu Lintas 0339 033 0339 0339 0.339]
[37302 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan urusan penunjang | 100% 100% 6160686100 | 100% $.110.686.100 |100% 6675.936.100 |100%
PEMERINTAHAN DAERAH yang dij i p: it
|KABUPATEN/KOTA
XXX.012.02 Adm ini: i Keuangan Py Dacrah |P nt: P shan lay anan 100% 100% 5.013.792.100 | 100% 5.013,792,100 [ 100% 5.013.792,100 16“
i i gkat daerah
X X0X01 2.02.01 | Panyediaan Gaj dan Tunjangan ASN Jumiah Orang yang Menenima Gaj dan 14 Orangbuan 714 Orang/ouial 5,013.702,100 | 744 Orang/ula) 5.012.702,100 | 714 Oranglbulan 5.013,702,100 |714 Orang/butan
Tunjangan ASN
XXX.012.05 Administrasi Ke pe gaw aian Perangkat Persentase pemenuhan lay anan 0% 100 % 35.250.000 | 100 % = 100% - |60 paket
Daerah adminstraci kepegawaian perangkat daerah
X XX 01 205 02 | Pengadaan Pakaian Dinas besera Atribut Jumiah Paket Pakaian Dinas beserts Atribut Opakat 80 paket 35250.000 |0 paket 0 paket 60 pakat
Kefengkapannya Kelengkapan
XXX.012.06 Administrasi Umum Peranghkat Daerah Persentase pemenuhan lay anan 100% 100 % 163,530,000 | 100% 233.530.000 | 100% 233,330,000 [100%
adminstrasi umum perangkat dasrah
XXX 01206.08 |F Rapat 5 dan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan 12 Laporan 100,000,000 | 12 Laporan 220,000,000 | 12 Laporan 220,000,000 {38 Laporan
Konsultasi SKPD Kooxfinasi dan Konsultasi SKPD
XXX 01 2.00.05 | Pen yediaan Barang Cetakan dan Juiriah Paket Barang Cetakan dan 12 Paxet 12 Pakel 10,000,000 | 12 Pakel 20,000,000 | 12 Paket 20,000,000 |30 Pamel
Panggandaan Panggandaan yang Disediakan
X XX 01 2.08.04 | Penyediaan Bahan Logstik Kanior Jumiah Paket Bahan Logistk Kantor yang 4 Paka 4 Paket 45,000,000 |4 Paket 45,000,000 |4 Paket 45,000,000 |12 Paket
Disedigkan
Pen yediaan Komponen Instaias Jumiah Faket Komponen sialasi 4 Paxex 4 Paketl 8530,000 |4 Pakat 8,530,000 |4 Paket 8530,000 (12 Paketl
Listrk/Panarangan Bangunan Kantor Listrik/Pen arangan Bangunan Kantar yang
Disadikan
Pengadaan Barang Milik Daerah F ¥ P P uhan barang milik daerah |30% 930% 50.000.000 | 90% 20,000,000 |90% 550.000.000 930%
Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan perencanaan
XXX 01 207.08 |Pengadaan Peraiatan dan Mesn Lainnya Jumiah Unit Peralatan dan Mesn Lainmya yang |- Uni 44 Unnt 50,000,000 |38 Unit 20,000,000 |36 Unit 550,000,000 |116 Unit
Disedidkan
xxx01208 Penyediaan Jaca Penunjang Urusan Panyedi Jasa ¥ 100% 100% 394,144,000 | 100% 394,144,000 |100% 394,144,000 |100%
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang
ferpenuhi
XXX 01 2.08.04 | Panyadiaan J3z3 Pelayanan Umum Kantor Jumiah Lagoran Penysdiaan Jaza Palayanan 12 Laporan 12 Laporan 334,144,000 | 12 Laporan 334,144,000 | 12 Laporan 334,144,000 |38 Laporan
Umum Kantor yang Disediakan
XXX 01 2.08.02 | Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Ar| Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Komuniasi, |30 Laporan 36 Laporan ©0,000,000 |30 Laporan 00,000,000 | 30 Laporan 00,000,000 | 108 Laporan
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Pemefiharaan Barang Milik Daerah Persentase ketersediaan Barang Milik 100% 100% 539220000 [100% 389.220,000 [100% 389,220,000 [100%
F y: Urusan P it Daerah Daerah berkondisi baik
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X XK01 2.00.08 | Peneiarsan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 10 Unit 15 Unit 15,000,000 |15 Unit 15,000,000 | 15 Unit 15,000,000 [15 Unit
Dipeihara
KKK 0T 209.08 | Peneiaaan Renabinas Geduny Kanor Gan | Juriah Gedung Kanir 0an Bangunan Lanmya |2 Unid ZUn 192,320,000 |2 Uit 42,320,000 |2 Unit 42320.000 (2 Unal
Bangunan Lainnya yang Dipeinara/Diehabilasi
X0 20003 [ Pean EECY L Hizya Jumian Alat Besar yang O dan Z0na ZUna TOI 800,000 | Z0na 104 800,000 | Z Una 104 800,000 |[ZUna
Pamstiharaan dan Penznan &at Bosar dénayarkan Penzinannya
KXKOT 209.02 | Penyedisan Jasa Pemeiharaan, Diaya Jurriah Dinas Op=rasional at S0 S0 50,300,000 |5 Unit 150,300,000 |5 Unit 150,300,000 |5 Unit
F Pajak dan Perize L yang Ds <
Dinas Operasional atau Lapangan Paak dan Persnannya
XXX 01 20801 Pemeihar "
P"‘"““"""‘;'.‘P wekharasn, Diays rhal: Kderaen: Pesorisgm Diftas sl
£ sjak : Kendaman Dinas Jabatan Dipeiihara dan 11 Unit 77,000,000 |11 Unit 77.000,000 |11 Unit 77.000,000 (11 Unit
Dinas atau Dinas =
abatan yar ajatnya
37302 |PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU | pemil weur K aan 16675 % 6R00 % T 4A3a222.450 [T050% T aa%. 722450 |
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) bermotor
Persentase layanan angkutan Darat 0.0655% 0.0605
; " . H
Rasio Panjang Jalan per Jumiah Kendaraan |0.003727 angka 0.003700 - -
angha
2.45.022.01 Penctapan Rencana Induk Jaringan LLAJ | Jumlah Dokumen RIJ - |-Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 -
Kabupaten/Kota
- R B N Junian DoKUmen Penaiapan Keoyakan dan O Dokumen O Doxumen ~ |7 Doxumen 50.000.000 | 0 DoKumen = [T Dowmen
2150220102 | [T 3 A Ses InGuX Jaringan LLAJ
Jumiah Dokumen Penyusunan Rencana Induk | 0 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 |0 Dokumen - |0 Dokumen = | Dokumen
Induk L LLAJ Kabupaten/Kota
2:15.022.01.01 | oo an LLAJ Kabupaien/Koia Farnge
75027 02 2 Jalan di Jalan | Py jalan yang HATO % B30 % ZEFIE6Z.AS0 |BAAD Ve THFIEGZ AS0 | BA50 % TEZABEZASD (8450 %
Kabupaten'Kota berkualitas balk
2.15.022.0203 | Rehabiias: dan F F Jalan| Jumiah Prasarans Jaian yang Terehabsias dan |2 Ui Z U0t 100,000,000 |2 Uit 100,000,000 | 2 Unit 100,000,000 |2 Urat
Terpeihara
715022 0207 |Panyediaan Perengkapan Jaian & lalan Jumizh Pedengkapan Jalan & Jalan 1513 UnA 1513 UnR 2721887 450 [1533Unit 2723887450 | 1533 Unat 2771862 450 [1533 Und
Kabupateniots Kabup teniota yang Tersedia
2.15.022.03 |Pengelolaan Tenminal Penumpang Tipe C | Jumilah terminal Tipe C vang di kelola Tunit Tunit ©8.926.000 |1 umit 80,000,000 | 1 unil 80,000,000 |1 unit
Jumiah Sarana dan Prasarana Tenminal yang 1 Unit 1 Unit 88,026,000 | 1 Unit 80,000,000 | 1 Unit 80,000,000 [1Unit
3 = & oy Pe
2.15.022.03.03 | &
215.022.04 | Pes itan 1zin Penye le nggaraan dan Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum 16 Titik 462.960.000 16 Titik 462,960,000 | 16 Titik 462,960,000 |16 Titik
Pembangunan Fasilitas Packir
215022.0402 JUMian Laporan Koordinas: Gan Snkromisast 12 Laporan 12 Laporan 462.900.000 | 12 Laporan 362.900.000 | 12 Laporan 362.960.000 |36 Laporan
Peiax tzin F o F Peiaks Bn
Peambangunan Fasiias Parkic F L Fasias
Kats upatenota Pariic Kewenangan KabupatenKota
21502205 |F Berkala persentase kendaraan yang teriayant 96,64 % 96.64 % 200,000,000 |97.00 % 125.000.000 |97.50 % A37_500.000 (9730 %
melakukan pengujian be rkala
215022 0507 Saranadan Jumiah Sarana dan Prasarana Pengupan 2 Un T2Unn 75,000,000 |12 Un#t 100,000,000 (12 Un#t 100,000,000 |12 Una
Pengupan Berkala Kendaraan Bermotor Berkaia yang T
Z15.022.0504 |Panyodiaan Buks Lukuz U Pongupan Barkala | Jumiah Dobumon Bukdi Lulus Uf Pengusian IE00 Dokumen 2500 25,000,000 1000 25,000,000 | 1500 Dokuman 37,500,000 (8000 Dokuman
Kendaraan Bermotor Barkala Kend xraan Bermotor Dokumen Dokumen
Penyedisan Sarana dan Prasarana Pengujian | Jumiah Sarana dan Prasarana Pengujian 1 unit Uni 1 unit Unit 100,000,000 |0 Unat - [OUna - |YUna
Borkala Kendaraan Barmotor Borkala Kend araan Bermotor yang Tersedia
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215.022.06  |Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Jumlah kegi: 3 4 kegiatan 440,000,000 |4 573,926,000 |4 611,426,000 |4 kegiatan
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan rekayasa lalu lintas kegiatan kegiatan
Kabupaten/Kota
2.15.022.08.05 |ForumLaiu Lintas dan Angkutan Jalan Jumiah Laporan Forum Lalu Lintas dan 2Laporan 2 Laporan 15,000,000 |2 Laporan 20,000,000 | 2 Laporan 20,000,000 (8 Laporan
KabwatenKota Anghutan Jalan untuk Jaringan Jalan
KabwpatenKota
2.15.022.06.04 | Pengawasan dan Pengendakan Efekfvitas Jumiah Laporan Pengawasan dan 12 Laporan 12 Laporan 300,000,000 | 12 Laporan 370,000,000 | 12 Laporan 370.000.000 (38 Laporan
Pdaksanaan Kebjakan untuk Jalan Py d Efektvitas
Kabuypatenota Kebiakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15.022.08.02 |Pq i F F dan Jumiah Periengkapan Jalan dalam Rangka 7 Dokumen 2 Dokumen 100,000,000 |2 Dokumen 153,926,000 | 2 Dokumen 191,426,000 (6 Dokusmen
Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang
rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | ddaksan akan pengadaan dan Pemasangan
2.15.022.0601 |Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Jumiah laporan pelaksanaan Penataan 12 Laporan 12 Laporan 25,000,000 |12 Laporan 30,000,000 | 12 Laporan 30,000,000 136 Laporan
Lintas untuk Jaringan Jalan Ki Laju Lintas Unwuk
Jaringan Jalan KabupatenProvins
2.15.022.03 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa |Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan 1215 unit 1215 unit 182,400,000 | 1215 unit 31,847.399,953 | 121 S unit 28,097.399.953 |1215 unit
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar barang
Kota dalam 1 {Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.022.08.02 (P dan Peng: Jumiah Laporan Pengendalan dan 12 Laporan 12 Laporan 182,400,000 | 12 Laporan 31,847 399,953 | 12 Laporan 28,097.399,953 |38 Laporan
g U Jasa Angl Orang [P g Umum
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Sat) untuk Jasa Angiutan Orang danfatau Barang
Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
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Dalam menjalankan urusan perhubungan dan mendukung terwujudnya layanan infrastruktur
yang berkualitas, maka dalam pencapaiannya dituangkan pada program prioritas yakni
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan
24 Sub Kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 berupaya untuk memenuhi
kebutuhan layanan infrastruktur baik yang direncanakan maupun melalui permintaan
musrenbang dan pokir.

Beberapa layanan infrastruktur yang direncanakan pendanaannya antara lain :

1. Penerangan Jalan Umum (PJU);

2. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas;

3. Layanan Angkutan umum dan barang;

4. Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
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BAB VIl
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang bertujuan untuk
memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas
Perhubungan Kota Padang Panjang untuk periode 2024-2026 sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sesuai
dengan sasaran RPD yang salah satunya adalah Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar
Perkotaan yang berkualitas yang menjadi tujuan perangkat daerah yaitu meningkatnya kualitas
infrastruktur berkelanjutan dengan indikator yang terukur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaran urusan perhubungan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah pada perubahan RPD 2024-2026.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perhubungan yang ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan serta menjadi indikator perjanjian
kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran membantu organisasi dalam menentukan dan
mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar
pencapaian indikator tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian
indikator kinerja yang menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan secara

umum dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yang disajikan pada tabel

berikut :
Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
TARGET KINERJA KONDISI KINERJA
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2024 2025 2026 PADA AKHIR
PERIODE RPD
1 Indeks  Kualitas  Layanan Insfrastruktur | Angka 96.76 96.83 96.90 96.90
Perhubungan
2 Rasio konektivitas Kota Rasio 38.84 38.84 38.84 38.84
3 Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio) Rasio 0.339 0,339 0.339 0.339
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Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.
Konektivitas Kota adalah terhubungnya antar wilayah di dalam kota, termasuk angkutan
perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan
serta udara, khusus konektivitas kota Padang Panjang konektivitas hanya diakomodir oleh
transportasi darat, dengan rasio konektivitas kota sebagai berikut :

. . (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai,
Rasio Konektivitas Kota =
danau dan penyeberangan

Kinerja Lalu Lintas merupakan kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani arus
lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Kinerja jalan ditentukan oleh kapasitas,
derajat kejenuhan (“Degree of Saturation”, DS), kecepatan rata-rata, waktu perjalanan.

Dengan rumus sebagai berikut :

L . . Volume Lalu Lintas (V)
Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio) =

Kapasitas Jalan (C)
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BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-
2026 yang membuat tujuan, sasaran, dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas
Perhubungan untuk tiga tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) 2024-2026 yang digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang dituangkan dalam Renstra ini diharapkan dapat
menggali sumber daya yang ada agar dapat bersama menggerakkan apa yang menjadi tujuan
dan komitmen dalam mencapai kesepakatan ini. Untuk menjamin keberhasilan dalam
pelaksanaannya perlu dilakukan konsolidasi internal agar timbul persamaan persepsi dalam
mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjawab persoalan dan permasalahan yang
dihadapi atau mungkin muncul dikemudian hari. Oleh karenanya semua jajaran komitmen dan

satu hati dalam mewujudkan tujuan yang dimaksud.

Padang Panjang, April 2023

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026



LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegl. dan Sub Kegi; serta Pend Dinas Perh g
T4
i - e m""““,"" K":;u 2‘"’;}, S capnr -argod Kinorja Pragram can Koraigka Pendaiaan :I-;: Kltorja Paca Ashir e e
ujuan £roarin ] aran, Pragra miouloome) da Ink1 Opo rasana a Tahun Awal al
xal naqiaten joutpsy 9 E0CALS8N 2N 22 ax L
Torgel Rp Targal Rp Targsl Rp Taged 2p
1 z 3 ) 3 T £2 ) 3 ic 1t 12 2 16 ) Z
iwsitiig watiys Nuaies| TiidaKa K 03153 Loy
Hnatrsar ki Infraalrukiur ¢ K LI Parhubungan (o Keta
forkienpien %8 w7 ®m 3630 350 Farhibut |padang
gan Penjarg
RigkilanJaien dikall abal
Meologeainya vineia s A1gkiian Jalen dbagjumish
linfea dan engkalan jaten Rasl Kaln Fe EF 3884 <854 5824 2
{LLay)
oot angkutsn atngel densu dsn
nmyeborangzn
RS 0904 887 0.9 @3
PERHUEUNGAN 10433,334,330 10,344,500 530
Panutjang Lirgaar: Parastiase pamanifan uniasy S =l
Po o oran ponunjang yarg dipenuhi pads 1003 10|
KStu} D N&3 PrIULE g ! A
%
Rals-jsla nllslaurrey Layanan
i e Kausgan pemngat
A miskadreal ke ungan ldsaran ymg i dar:
Purang kai Dastah \:lu!l:ll‘?lrﬂl keuargan perangist  |° Pomaaysrangajidaniunjangan T 100r%| 4378 542,100 0% L0312, 1K 343,042,100 10l 15,041,576 3¢
- Yerltkasl a1 Peacalan anggara
keq latan
Panyediam a3l dn Ju Tramg yang Mepsdna  Jumlan AZN yng dbayaihal oo dar 14 bulan
urgasgan ASK Gl dan TuranginASH tutangandaan setahur (14 bulan 7140anabula 4378,542.100 |714 013013 5,013792,100 [7140@¥03 549,042,100 (714 omngoL]  5,041,576,300
T Foraotlacs pananuhan ajanen  |Rala-ala alialauray Eyaian W
peg pada
7ane
- Konalkar pargk
fﬂ.‘:‘«:mgﬂre.?!" S - xee 100%| 23,290,000 100%) - 1oo) - 1007 23,280,060
-Cull
|- Ponghargaat pogawe!
- Panaun
Pangadaal Pardar tinas
NI PALE FANA3N 1035 D2S2Ma |JUMIAN PALAAN AIN3: ¥ENQ O3a3NA
ey Ak buticaong iagas Freyiiscets oPant o Panst 20230,00 | 0 Pawt - o Pac - o pat 29,2000
rala-8le nugiau ey WysIan
mintairsa] umun pada para g kst
ldsoran yang b rairl darl:
Paraeilegs pONSIUNGN 19806 (- S NpECIN Kl pONSE LIELIK
O et il seminsiralunumpeiangkst |- Panyedisan dansn kgkaik kanior 108 100% 163,550,000 100% 235,550,000 1008 293,530000 0% 705000
& dwray _ honyeditan sarang ovlakan can
penggandaan
- re nyadisan aararaiprassians
Rapsl
Mumian patet o mponer Ineidss
pampediam Komponen [ imian palat Komjo ma Ined ! Ltk Penerangan 5angunar Kamor
1 |Instdsel Ustd NP e mngan Listd LPenerangan Dangunsn Kantor ying Msadabm se1ap Muan! 4 Paket 4Pat G300,000 ¢ Paust G320 000 4Pt 4,300,000 12 Pant 23,920,000
B3nginan Kkanor wang Lkedanan anun- 4 twiantpanet)
Ve [Jumian patet E3har Logstiy Kamor
g |PeRfeaIam Banan Logeak UGN PALEL BN LOQISIN RAMDT fon o hco g aban catap mwuang! 4 Paet APant 500,000 4 Palk ASPO0000 | AP 45,000,000 | 12 Parat 135,000,000
Karor yam Diedaan A eI
[Jumlan patst Barayg Catakan din
) :;E""ﬁ""”‘ g’:"‘“ Celaan Jumian Palet Baraig Cetakan dan adtlap 12 Pabet, 12Part 10,000,000 12 Paet 20000000 | 12 Paret 2000000 | 30 Par 20,000,000
993 DUAN |1 LAWN - 12 DulaN pAEt)
Pemydanggarain Rapat Jwmlay Laporar Petyelenggaraan [ umianiaporan pa rPenydieragaaan
& [Roonnas o3 nKons Utz 1 P ROOX NG| 02 ) KoNs st apa KOOI 1 G4 KOs L3S 1 12 Laporan 12 Laporn 100,000,000 | 1ZzLaparan zopo0 o0 | 12 LajorE 22,0000 | s Liporn 20,0000
SkPD SKPD SEPDyam diaz e
Tigaen Barang || Peraeilass pemenunan beang  |Paraentsss berang miik 4ssran
© [osoren Penunlang Urvaan | | millk 4oran asaual dengan lyang dibil darl peroneancan 0% 202, 50,000,000 a0k 20,000,006 58,000,000 stk @0, cco 000
e mex nlah
f'z";‘;:;:" 3umio Um0
Pangadaar Pealatan din Jumlay UM Perddandan e (Jumban unk pertatan g mesin yang 3 2 g untPe, 20 ustPs,20
T | Canis LA YG et e unit lrm';u:;l soamn| L0 2000000 | Lo up 50000000 [ 116 unk 20,000,000
AHE ey Lamop & unt) & uth)

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026




Indkador Kivars Tujusn a Kandlal Knerjs Pada Aknit
Tujuan Seaarm Kade prog """'s:fgt:"' fEnE 8781 P 104 AMH K0Ma) 48N D&TNRIOpErsanE | 805 TaRUN AwS) o P poriada Reoainpeanaket | gon | Lowmal
Kagaiar ioutpuy Perancanaan
—Tanet 13 Taget i3 £1 73 et L —
i Z E3 3 3 I3 I E] i i) iz i 1§ 3 z
Jaca g toreirt
da
Penyanies 1958 i858 L o
0 [Penunsng UriEss - 19 1839 0% 1| I4.144.000 0% 414008 10 I3 144000 TR 152400
Femarinlan Dasah Dasrahyang lrponuhl 00T T G0 1T KT N8N
Kezmanan, e nsga
fac nin b lissile b sy
T |Feieiaan J3e4 TUNIGN C0raN PEVEa33N 354 (1006 0GP I pem bayarat
KON 13:L 50102 D3 RONUMSE, SUNDEIDEAIGIN  [ISLe).020 AN 12 Duan 2 Lwora 0 Lapr 334,144,000 | 3G Laporen 204,144,000 | 36 Laporen 334,144,000 | 103 Laporn 1002432 000
ELLEALY Uzirl) yang Olz=dlaban
F] n 4523 Peagaan uniah Lapm1 Pemyediaar Jaea [Juniahiapsran ipahdan
Unum Kamor Peizganan Lmun Kamorgang turfangzn Hon ASH {12 balam) 2 Lworn 12 Lapry 0,000,000 | 12 Lporan 50000000 | 12 L3porin 0,000,000 | 35 Laporan 120,000,000
Disadaan
Forsnisas Gurang millh Dusrah
Pomelinarsan Barang Wik
Powoniass keloracdlaan Berang  |yang dapaidigenakan carl solumh
E ::v;:’:lvhn:;)::’g':mwln e pinitas Bavang 0 Ik asrahyang  kuasal «xh 1cnn) 52,220,000 1000, 200K 1c0m 28,21000 1% 1A7EX0K
alon porangkat daorah
Pem=tnara. tays Junbahurt endatam aig dipditass
1 |Pemetnaram gsn paan "E'f;:"“'“" Frrorangan DIEss ooy 50 0 yang nencabup peryedaan
arsan Dine: Javdaryarg 11 unk "o 00,000 [ 11um TRO00000 | t1unt T000000 | 11 unl 21,000000
S Opaiinzradan dbagarkan Pajaknya |2 P4. Pembaamn paak can eardee
Dinas #aukendars:n Dinas )andaman
2 {Pengerlaan Jaza W uniah Kendaman Oinas [Junih it wendarem yaig dipsitam % it 5 it 5 anit  anit Sunt
Pemeinaram, Ol \atas Lapanganyang Dipelhara dar | P33 OP D yang naneakup paiyedaan
Pemalnaraan, P ah. dar PAardan EBU. PA3k dan sandoa 150,300,000 150,300,000 150,300,000 450,200,000
Pafzinan Kandiraar Dinc 1£n13 B3N
! (Operadona a1 Lapangan |
Panyodlaandaca Junian AlX Becar yang Juniahurt kandaran yarg dipdifam | 2 it 2 mit 2 anit 2 it Zunit
i Dipsithara  dan pasa OPD yang nencakup paryadaan
o \libagarian partznaniya 66U pem 3@ =N p33K 0an s2ndos 100500000 0LE0000 14 BI000 EB00M0
SMSINArAN dan Panaiean ¥en13@Ean
A1 Peaal
) Wit Teanbor dan Damaunan [[uniah it oedu s bantordan Z wit Z it Z i Zanit Zunt
aeduny Karordan L banqunan 1anny § pda 192,720,000 42,320,000 42,320,000 26,2000
Banquian Lanega =l
5 Juniah Perddan dan Medn |uriah nit oodusg hantordan
Pamaliiaran: e iz Lanny: wang Opaiham 10 unt 15 it 15,000,000 | 15 unit 15000000 | 15 unit 15000000 | 1sunt 15,000,000

mesin Ainny;

bargunan 1annys yang dipihara fada
te1:5

Termlrad Ponuripam T &

iyang dawad

yang dawasl

#625% SS0% £350%.
o g

Penolspan Rotaans Induk ;
A | iafingan LLAAKaliKata Juniah Datumon RIS |Jumian dokimen RI yarg diauaun 10akamon - | 1deumen 56000000 | 1dakumen - |1 dokumen 50,0000

PHAEANAN PEy USUNAT JUNIAN DONIMET PEryusunan

RENCANS INJUR I3 NIgan M20CArE INUN 3N man e lUman oohunen RN @ assun O DOMmeEn Tackunen = 0 DoLEmE L 0]0 poLUmen O 1 00Mumen -

L% Habupste lola Kayupamnikota
2 Juniah Dokumen Panctapan

PenstopaniCeblakardar Kadpanan Fenmana eblatan

[ Socldk 2 Aancanaindoh Induk  Jady © Dodumen 0Domay 1 dohumen $0,000,000.00 |0 Dokman O 1 dohumen 50,000,000

AR gan  LLad yang dsesl Az 25030
Jaingan LLAJNa WK Gt Ka!ugaemlo!a
e jian |t porrlsas faaite: )

8 [Jalan 41 Jafan ore g Vb linlas sazon Qasa 202,002,450 | 9440 18230024% | €450 2ULUAR | U LAIET AR

Kabupalankaia bak

Pamgetiaan Pelenglapa uniah Poan;

ghapar Jdan diddan  |Junlahunt pencrangan [dan amun >
2 f{:anuphn K2 upzen/keta sang Tanada Rabinn 1513 unk 1513 unk 222:,952,450 [1533 unit 272020450 [1533 mit 2,723, 252450 1533 unit 21,587,350
3hu paankicr s
& Juniah Prasa@ea 13an yang |urah 1nlt @AM bi-@nbu @
3 i Pras yana Tawhadit 2 da Tepal 1ara ta £ hablitasl dantarihag 2 unt 2 unit 100,000,000 2amt 100,000,000 2ant 100, 00,000 2unk 20,000,000
€ Tem i Eyangdl [Terminal U € yang dm
e [ 1t ] 1 unt ssz000|  tean seato0 |  tant mecooe | funh 8 :E00
3 ane. JUNI3N S3AN3 A3n PrEIENI

FENJEN 03 030531303 030 . . . .
1 PB53aNa TeIING Telmnd yang cuaneran 0 ur oum ounk Lunk

Pangawasan O paraskond Juniah Ternind PerumEng Tpa & [Junlahunt Srmnd penumpang &  Bésuinan #.906,000 |1 Doremas 20,000,000 {1 0o kiman 0,000,000 |1 Dotumen g w0

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026




Bradtems KestransBus nalksiar<iners Tujusn, DataCapakn Targel Kiterls Prograndan Kerangka Fendansan Kodl Kinecjs pada Akt
Tujuan Sssgian Kade ) qu'g,‘“ 2 P ads Tahun dwsl o o5 o et oPD | Loksal
Kaglatsn uipud) Parancanssn
Targel (73 Targal 5 Taigol Ap Tamgel Rf
1 X 3 a 3 € 7 3 3 I3 it 1z 17 ie [E) 0
[ PBHBIHIEDKIII
penys Bngqaraan aan Lumiah Lokl PErkirtepliaisy  LJemian LK Kiaal parkr 1ap jaisn
ieanmaloh Ftaiitee sy pas 12 ik RLETTS am2zm0,00 | 134K azamece | 1alik Amo000¢< | 121K 1590800000
perkic
Koord sasl dan cinkreneasd | umiah Laporan Koordnadd dan
2 fianp tdn oo iaReras A BN 12 Lapoun 12 Laporan 462,360,000 [12 Laporan 452961000 |12 Lap RN 462,960,000 [36Lapran 13385380000
pembarguran 3k paNr|  [dan Terbanduims F3sikas Parir P
hawanangan bathots [Kewanangan €abupaenKota
arsanisme kandarsar yarg
PEngujian SeIkela e rasileas warasian pang 3
| 2 Prs el S E:z;nnmenuun fangujiar atayant keur LTI S 1o o000 | o0k 125000006 | S750% 137,500000 | 97,30% 562,500,500
1 |Pengeciaan Sanadan J umiah Saranadan Praarna Jumiat urit 33 ujl ang dadaan
P gsarana Aangylan Bartda Pangupar BanAaKeniaram 1 unt 1 unt 5 unk: olont of 1
IKendaran Bemnokor Isernctoryang Teradla
Peneedaan budt W E I fumiah Cokunen 5ub Luus Ul
4 [panguian mrda rasdarzan Pangujar Bandakaniaran w“l:‘m”“"e" UL IAI06. by arg: 3300 3500 25,000,000 1000 25,000,000 100 37500000 | &0w 27,500,000
bamotor Barncior =
Pemeliarsin S2mn dan | umiah Saranadan Precarma
T |Pussarana Pengylan Derlda [Pengupar Demdal=ntarsmn Jumia s urt st ujl yang dperhars 12 et 12 unlt THO00,000 | 12 unt 100,000,000 12 unit 100,000,000 | 12t 273,000 500
Kendai3an o mxor Serncoryan Tepeinara
T i miah Vg ielan po ks ansan [Temiah Keghalen e bakaa ns
s Rt [ e alh b A |ranspod Fley 1o i 4 keglsian 40£00,00 [ bagiaien 133506 |4 1eqitan §1,023000 |4 bogilan | 1825522000
o 0
PENIN 3N el 03N Humian L3 poran Pendaan Nanagmen
1 |Rehagzaldu Irtas intud {dan Rehz@saLdi Linas ukuh Humiaylapoeran pendaan MRL 2lapan 21apan 25,000,000 {12101 30,000,000 {1213poran 3,000,000 |361apccan 83,000000
(1afngay 3lan karhota {1 3nngan i A3 Katupae Wkata
Penganaan, peasaigan,
parbaihan dan pemeliharain :,:':';Lpf g’n’&“ ,"‘em::"g’" Lumiay dodumen pergadaan ¢dan
2 dilam 31003 MAL3fe M2 N Can rehada:a kiu 2dohmzr 2dgokunen 100,000,000 | 2dokuren 153926000 | 2dolumen 191426000 | Gdokimer 445352000
rargha marg@man dan st adan ;"; W “B'Ef"w inas
ratayaca 1l ta: S G A
PEmIvaRar dar Jumiah L3 poran dan aan
4 w?&:ﬂ“):;’:g:uuul I4ulinta: dan arghutan |12 Lapowan, 12 Laporan, 300,000,000 (12 Laporan 20000000 |12 Lap@n 370,000,000 |36Lap@EN 1040000000
‘?m ibiga KepkaNar urkahJ ankapupgeKat: ([dan
Jumiah Laparan Forum Lau Lntas dan
Forum aiu Int3s anguutar a » dant lunianiapoRnrorumiduiinta: g |, " 1 a 0,
L am biga ”:gb:u;:'m;umu sartngan saan 2 Leporan 2 Laporan 5,000,000 (2 Laporar 20,000,000 |2 Lapeean 2,000000 |8 Laporan 55000000
T |Fenyediaa Angkugn Ju#ﬁ VekBedaan angeuan tmish s kuisn arang dan oamng
unuml:nhlsma o a1ang den beral tmun n
Argkutan Drang dantatan t it 5
g Sl s dater 213 unil 1215 unil 2az400,000 | 1213wl 218472000 | 1213unil zen57ep00 [ 2taunt 031540000
l{ariu) dasran
Z [Pengenidian den umiah Laporan dan dan 12 laporan 12 Laporen 262,200,000 |1Z Laporan 31947000 |12 Lapran 260,574,000 |12 Laporan 031,540,500
Pemawasan angitan [ amauan barang
A phutan Unum umahJ223 | [Umum urtk 1323 Anglutan O=ng
4 ighutan Kotadaan 1
F3mang antira botadaam 1 S31) KabupatenKota
(o %u) babupatenincts
PERH an
ANGPANIANG
#eras 0, 53
1965111219802 1002

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026




	Tabel 7.1

